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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

a.

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, telah dibentuk Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019, perlu
dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi
yang ada saat ini serta sesuai kebijakan yang ditetapkan
Pemerintah Pusat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, mengatur bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan . . .



Mengingat:

1.
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Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018-2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ...
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Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301),

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018
sampai dengan tahun 2023.

Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil
keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII Gambaran Keuangan Daerah;

d. BABIV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

e. BABV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan;

g. BAB VII Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah;

h. BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;

i. BABIX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

j- BABX Penutup.

(4) Isi...



4.

(4) Isi dan wuraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA
sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahun 2021 yang
telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian
yang saling mengisi dan melengkapi dengan Perubahan RPJMD

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Februari 2021

Diundangkan di Makassar

pada—tanggal 8 Februari 2021

NINST 5,
R\ ‘4

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHU 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan
Berkarakter”. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan
berkarakter. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan
RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, mencakup:

1. Penyesuaian . . .



II.
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1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam
RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan
amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan
menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan
pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya
dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan lebih
lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Program Prioritas dan kegiatan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 314
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BAB 1 PENDAHULUAN ....oooincinnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess I-1
1.1. Latar BelaKang .....sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes [-1
1.2. Dasar HUKUM PENYUSUNAN ....coverierinmneerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes [-3
1.3. Hubungan Antar DOKUMEN ......coessssssssssssssssssssssssssssssssanes -6
1.4. Maksud dan TUJUAN ..cssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes -9
1.5. Sistematika PeNULISAN .....coeeenmeeseeenseeseetssessesssssssesssssssesssssssesssssssssssssssans [-10

BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN ... II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi........cmmsmmsmsmnssmmnssnssssnes II-1

2.1.1 Karateristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan.........oueee. I1-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ... I1-7
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ... [I-11
2.1.4 Kondisi DEMOGIrafi....coerremeersessssssssessssssssesssssssssssssssssseees [I-15
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .........coocumenmsmnssmmssssssssssssssessenens 11-18
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan EKONOMI .....cooceeneerneeenseeennenns I1-18
2.2.1.1 Pertumbuhan EKONOMI ....c.oenmrenreenmerseeemeesseeessessseeeseennne 11-18
2.2.1.2 Tingkat KemisKinan ... I1-25
2.2.1.3 PDRB Perkapita.....eemessessssssssessssessssesssanes [1-28
2.2.1.4 RASIO GINI coevrrererreesseessessssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns I1-31
2.2.1.5 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan
T o4 10 0 ) ISP I1-31
2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial .......ceeeenenesseessessesssesseens [1-32
2.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka........enenes [1-32
2.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia........eenes [1-33
2.2.2.3 Indeks Pendidikan ........eeeeeeeesseeseesseennes I1-35
2.2.2.4 Indeks Kesehatan .......eeeeeseessesseesseennes 11-37
2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) ....coemeenmeeenmesssnesnens I1-39
2.2.2.6 Indeks Reformasi BiroKrasi.......emeesseessneessseeesnnes 11-41
2.2.2.7 Nilai SAKIP..eieeeesreerseeessssesseessssesssssssssssssssssssssssssssssesssanes 1-41
2.2.2.8 Indeks Pelayanan Publik..........onnenensenseenneenns [1-42
2.2.2.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)................. [1-43
2.2.2.10 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) . 11-43
2.3. Aspek Pelayanan UmuUmM.....ccousmmsmmsmsssmsnssssssssssssssssessssssesssssssssssssanss I1-45
2.3.1 Pelayanan Dasar ... [1-45
2.3.1.1 PendidiKan....eeeeeeeeeseeeseessessessesssessesssessnes [1-45
2.3.1.2 KeSEhatan....oeeemeeseeesessseeemesseessessssesssessseesssesssesssssssans [1-54
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..........cccouwee... I1-75
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman....... [1-82
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat........eneeneesneesecennens 11-86
2.3.1.6  SOSIAL ..t essss [1-89
2.3.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar .......eeeeeenneene. [1-94
2.3.2.1 Tenaga Kerja... s [1-94
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
F N 1 OO [1-103
2.3.2.3 Pangan ... [1-107
2.3.2.4 Lingkungan HidUup.....eseseesseens II-109
2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil........ [-111
2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......ccunneeenreenne. [I-114

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 1I-117
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2.3.2.8 Perhubungan ... [I-126
2.3.2.9 Komunikasi dan InfromatiKa.......ccoenmeerneeenmeesnecesneenne. [I-131
2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.......ccccocconrvuneeen. [1-132
2.3.2.11 Penanaman Modal dan Investasi ........eneesseeens [I-135
2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga ... [1-137
2.3.2.13  STAtISLIK woreeeereeeeereessecesssesesssesssessssessssssssssssssessssssssssssssssssens 11-140
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan ... [I-141
G TO T S o ) g A4 Y L S [I-141
2.3.3.2  Pertanian ... [1-146
2.3.3.3  KeNULANaN.. o eeessesseeessssesessesssssssssssssssssssssssssessssssssseens [I-155
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3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ... [11-2
3.1.1.1 Pendapatan Daerah.......seesesnens [11-2
3.1.1.2 Belanja Daerah ......ssssssssssssesssssseens [1I-18
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah ... [11-20
3.1.2 Neraca Daerah .....eeeeeesseeseessssesessssessessssessesssssseeens [11-22
3.1.2.1  ASEL eeeeeersesessser s s p e I11-24
3.1.2.2 KeWajiban ...ceeeenernessesesesnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens I11-24
3.1.2.3 EKUItas Dana.....oeeeeesnmeesmeeseesssesssesssessessssesssssssssssesens I11-25
3.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) ........cc..... I1I-25
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ....cconeneeenneersecennennne. [11-27
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ... I1I-29
3.2.2 Analisis Pembiayaan........sssssssssssssnns I11-29
3.3. Kerangka Pendanaan ......eeeeseesessessesssessssesssesssessssessans [11-30
3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal ......ccccevrnnenresesenesesesesens 11I-31
3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja ......coeenmeeneeenneensecennens I11-33
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan..........eeeeennens [11-40
3.4. Dampak Pandemi terhadap pendapatan daerah tahun 2020.......... [11-42
3.5. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah........ccccconneeeee. I11-43
3.6. Proyeksi Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi Selatan ................. I1I-51

Daftar Isi | - ii



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH........cccunnninsnnsnnsnnnnns

4.1

4.2

4.3

Permasalahan Pembangunan Daerah ...
4.1.1 Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)...............
4.1.2 Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan ...
4.1.3 Masih Tingginya Tingkat Pengangguran ...
4.1.4 Melambatnya Pertumbuhan EKONOMI.....cccneemeerneeesneenneens
4.1.5 Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat ..
4.1.6 Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal .................
4.1.7 Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah ...
4.1.8 Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan ... sssssssssssssssssssssssssssnes
Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah
(Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
D 1S3 ¢ 1 ) PP
4.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar .........c.ccueee..
4.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar-........
4.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.......n.
4.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan ...
[SU STrate@is ...
4.3.1 Isu Strategis GlODal .....eeeeeeeesseessessssesssessssssssseeenns
4.3.1.1 Pandemi COVId-19 ...onmenrenmenneenmssseesssessssessesssesnens
4.3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (SDG’S) .cermeeemeeemmeeessessssessseeenns
4.3.1.3 Perubahan IKIHM .....oeeeseessseseesssesssseesessseeens
4.3.1.4 Transformasi Digital........comrnmeeeneenmeesneseseesesssneees
4.3.2 Isu Strategis Nasional .......nmneneneeneesssesssssssssssssseenns
4.3.2.1 Standar Pelayanan Minimal ......c.ccoenenenneseenneeneeennes
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI ~ SULAWESI  SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2018-2023.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD
dapat dilakukan apabila : a). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b). hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c). terjadi perubahan yang mendasar, dan
perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang
dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya perubahan yang mendasar terkait perubahan RPJMD,
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan
dokumen perencanaan 5 tahun periode kepemimpinan bapak Prof. Dr. Ir H. M.
Nurdin Abdullah, M. Agr sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan Andi Sudirman
Sulaiman, ST sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.

Urgensi perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
didasarkan adanya perubahan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu,
terjadinya Bencana Non-Alam yaitu Pandemi Covid-19 yang memberi imbas negatif
pada beberapa aspek kehidupan, meliputi: Pertama, aspek kesehatan, dengan belum
ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Kedua, aspek
ekonomi, perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan mengalami perlambatan
khususnya pada sektor transportasi, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan
besar dan eceran. Ketiga, aspek sosial, berdampak pada pemutusan hubungan kerja
dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Selatan.
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Keempat, aspek keuangan, menurunnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dan
perubahan struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain adanya perubahan peraturan perundangan dan pandemi covid 19,
perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dipengaruhi juga
dengan capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 2020.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I pada tahun 2020 adalah
sebesar 3,07 persen sementara pada triwulan [1-2020 terkoreksi pada -3,87 persen,
tentunya sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok Tahun 2020
sebesar 7,4-7,8 persen. Pertumbuhan yang minus tersebut diakibatkan dari
penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan terutama pada sektor
ketenagakerjaan dan perdagangan.

Selanjutnya inflasi Sulawesi Selatan pada Juli Tahun 2020 sebesar 1,80 persen,
capaian tersebut masih berada pada kisaran yang ditargetkan pada RPJMD Tahun
2020. Daya beli yang masih terbatas akibat COVID-19 membuat tekanan permintaan
diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun inflasi cenderung
terkendali namun pengaruh COVID-19 tetap perlu diwaspadai. Terkait kondisi
ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada Februari
2020 sebesar 6,07 persen, mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2019 yang
besarnya 5,42 persen, kondisi tersebut tentunya meleset dari apa yang ditargetkan
pada RPJMD Pokok Tahun 2020 sebesar 4,97persen. Meningkatnya tingkat
pengangguran tersebut tidak terlepas dari rendahnya penyerapan tenaga kerja yang
ada serta tingginya pangsa pekerja informal di Sulawesi Selatan sebesar 60% dari
total pekerja (Sumber BI).

Peningkatan penduduk miskin pada triwulan II Tahun 2020 sebesar 8,72
persen, naik sebesar 0,16 poin dari September 2019 yang sebesar 8,56. Peningkatan
kemiskinan tersebut diakibatkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), yang
berdampak pada pembatasan pada aktivitas perekonomian seperti penutupan
aktifitas perdagangan dan public, dan memengaruhi pendapatan penduduk.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 juga telah
memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana
yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Berdasarkan hasil evaluasi
capaian SDGs tahun 2019, jumlah Indikator yang menjadi Kewenangan Provinsi
adalah 235 Indikator Kewenangan Provinsi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
melaksanakan 196 Indikator TPB / SDGs. Berdasarkan persentase capaian SDGs pada
tahun 2019 pada 17 tujuan SDGs, sebanyak 55 persen telah tercapai, 7 persen akan
dicapai, tidak tercapai 14 persen dan sebanyak 24% capaian kosong.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan
tahap ke empat dari RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang
menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap ke empat. Dokumen
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 selanjutnya akan
menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang
merupakan dokumen rencana tahunan.
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1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dilandasi pada

beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri
dan peraturan daerah sebagai berikut:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang - Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Lembaran
Negara Republik Indinesia Tahun 2018 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1327);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga
Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
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Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 283);

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 249);

42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);

43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);

45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 309);

46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan RPJPD, RPJMD
termasuk Perubahan RPJMD, dan RKPD.

Keterkaitan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 dengan dokumen perencanaan dan anggaran lainnya secara vertikal mencakup
yaitu penyusunan Perubahan RPJMD ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Keterkaitan secara horizontal
mencakup yaitu Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
iniberpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dan RTRW
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029kemudian dijabarkan kedalam perubahan
RENSTRA-PD dan perubahan RKPDdan sebagai acuan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS,
RENJA-PDdan dijadikan dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Selain itu menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD
Kabupaten/Kota.

Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2005-2025, RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 termasuk perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan peraturan daerah sedang kandokumen
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RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, KUA-PPAS dengan Nota Kesepakatan
dan dokumen APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan
pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar .1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan

SISTEM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL

SISTEM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
(PROVINSI)

PERUBAHAN
PERUBAHAN RPJMD K/K

SISTEM RPJPDK/K
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PERUBAHAN
DAERAH RENSTRA PD-
(KAB/KOTA) KK

A

Tabel 1.1

Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

MISI MISI
1. Peningkatan Kualitas Manusia 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang
Indonesia Kompetitif, Inklusif dan
Berkarakter
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, 3. Mewujudkan Pusat-Pusat
Mandiri, dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi Baru yang
Produktif
3. Pembangunan yang Merata dan 2. Mewujudkan Infrastruktur yang

Berkeadilan

Berkualitas dan Aksesibel

. Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan

. Meningkatkan Produktivitas dan

Daya Saing Produk Sumberdaya
Alam yang Berkelanjutan

. Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Mewujudkan Pemerintahan yang
Berorientasi Melayani dan Inovatif
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Visi Misi. RPJMN 2020-2024
“Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 :
Sulawesi Selatan yang Inovatif,
Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkarakter

MISI MISI

6. Penegakan Sistem Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat, dan

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa
dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan juga memperhatikan
dokumen RPJMD provinsi lain yang secara administrasi berbatasan dengan Provinsi
Sulawesi Selatan antara lain: Provinsi Sulawesi Barat (RPJMD Tahun 2017-2022),
Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Tahun 2016-2021), dan Provinsi Sulawesi Barat
(RPJMD Tahun 2018-2023). Sinergitas antara dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan dengan RPJMD lainnya dimaksudkan agar tercipta Kketerpaduan
pembangunan jangka menengah antar daerah khususnya keterpaduan pembangunan
wilayah lingkup Pulau Sulawesi.

Tabel 1.2

Penelaahan RPJMD Daerah lain dengan Kebijakan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi 2017-2022 Membangun dan Peningkatan dan

Sulawesi menguatkan konektivitas penguatan konektivitas,

Barat antar wilayah berbasis khususnya pada daerah
unggulan strategis terpencil yang
melalui konektivitas menghubungkan Sulawesi
antar pusat-pusat Barat dengan Sulawesi
pertumbuhan dan Selatan di Kabupaten Luwu
peningkatan konektivitas Utara, Toraja Utara, Tana
yang menghubungkan Toraja dan Pinrang sejalan
daerah terpencil; dengan kebijakan

pembangunan Sulawesi

Selatan yaitu:

1. Pembangunan
infrastruktur jalan
yang diprioritaskan
pada daerah terpencil;

2. Pembangunan
pelabuhan dan
pengadaan kapal feri

Provinsi 2016-2021 Prioritas Daerah: Peningkatan dan
Sulawesi 1. Akselerasi penguatan konektivitas,
Tengah pembangunan dan khususnya pada daerah
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peningkatan
infrastruktur serta
penataan ruang
melalui pemerataan
pembangunan

terpencil yang
menghubungkan Sulawesi
Tengah dengan Sulawesi
Selatan di Kabupaten Luwu
Utara, dan Luwu Timur



Provinsi
Sulawesi
Tenggara

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

2018-2023

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

infrastruktur wilayah;

2. Pemantapan iklim
investasi melalui
pengembangan
kawasan industry dan
pembangunan wilayah
berbasis kawasan
strategis dan
transmigrasi;

3. Pengelolaan
sumberdaya agribisnis
dan maritime serta
pariwisata melalui
pengembangan
agribisnis dan
optimalisasi
pengelolaan
sumberdaya kelautan
serta pengelolaan
pariwisata.

Pembangunan yang
dititik beratkan pada
pengembangan
konektivitas antar
wilayah melalui
pengembangan
infrastruktur wilayah;

sejalan dengan kebijakan

pembangunan Sulawesi

Selatan yaitu:

1. Pembangunan
infrastruktur jalan
yang diprioritaskan
pada daerah terpencil;

2. Pembangunan
pelabuhan dan
pengadaan kapal feri.

Pengembangan kawasan

industr]l dan kawasan

transmigrasi di Sulawesi

Tengah terkait dengan

kebijakan hilirirasi

komoditas Sulawesi

Selatan melalui

pengembangan komoditas

pertanian dan
pertambangan

Pengembangan pariwisata

di Sulawesi Tengah

diharapkan dapat

mendukung kebijakan
pengembangan destinasi
wisata unggulan

Khususnya peruntukan

pariwisata bahari dan

peruntukan ekowisata

Peningkatan dan

penguatan konektivitas,

khususnya pada daerah
terpencil yang
menghubungkan Sulawesi

Tenggara dengan Sulawesi

Selatan di Kabupaten

Luwu Timur sejalan

dengan kebijakan

pembangunan Sulawesi

Selatan yaitu:

1. Pembangunan
infrastruktur jalan
yang diprioritaskan
pada daerah terpencil;

2. Pembangunan
pelabuhan dan
pengadaan kapal feri.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan

maksud untuk menjabarkan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dan
menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta
program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan

tujuan adalah sebagai berikut:
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PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu
tahun.

3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD).

4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi
Selatan.

5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat
serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.

6. Menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

7. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran
pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.

8. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja
program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 adalah sebagai berikut :

Babl Pendahuluan; merupakan bagian yang menjelaskan mengenai
gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD yang berisi latar belakang,
dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD, hubungan RPJMD dengan
dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan
RPJMD serta sistematika penulisan perubahan RPJMD.

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah; adalah bagian yang menjelaskan
dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi
daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi
dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan
aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan
hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan
dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras
dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi
kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah; menyajikan gambaran hasil pengolahan
data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja
keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah; menguraikan permasalahan
dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi
dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting
isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Sulawesi Selatan
dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BabV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; menguraikan tentang visi dan
misikepaladaerahterpilih, sertaperumusantujuan dan sasaran yang akan hendak
dicapai kepala dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir
periode RPJMD ini.
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Bab VI Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan; menyajikan arah
kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat
evaluasi kewilayahan, analisis kewilayahan dan kebijakan pengembangan
wilayah yang merupakan acuan perumusan program prioritas nasional dan
prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar pada kabupaten/kota dalam
jangka menengah.

Bab VII Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah;
merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu
diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program
pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk
mendapatkan  program  prioritas. @ Program  pembangunan daerah
menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan
melalui strategi yang dipilih.

Bab VIII Kerangka Pendanaan PembangunanDan Program Perangkat
Daerah; memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta
seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta
indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab
berdasarkan bidang urusan.

Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; menguraikan
penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan
indikator Kkinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab X Penutup; menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan
pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program
yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama
periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Kaidah pelaksanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dokumen.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan semenanjung Pulau
Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis di tengah-tengah
kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan
barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang
Kawasan Timur Indonesia (KTI). Provinsi Sulawesi Selatan secara administratif
terdiri dari 21 kabupaten, dan 3 kota serta terdiri dari 307 kecamatan 2.255 desa dan
792 kelurahan.

Secara geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0°12’ Lintang
Selatan - 8° Lintang Selatan dan 116048’ Bujur Timur - 122036’ Bujur Timur, dengan
batas wilayah:

= Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
= Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
= Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
= Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar
Posisi geografis tersebut secara tidak langsung menjadikan Sulawesi Selatan
sebagai hub-distribusi barang dan jasa dari timur ke barat Indonesia, merupakan
wilayah perdagangan dan jasa yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Jalur

ini menjadi salah satu jalur pelayaran internasional dan berfungsi sebagai titik simpul
transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Gambar I1.1
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

PETA ADMINISTRAS!
PROVINSI SULAWES! SELATAN

Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRW
Provinsi Sulawesi Selatan
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Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil konsultasi dengan
Badan Informasi Geospasial dalam rangka persetujuan konsultasi perpetaan Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang
menetapkan luasan wilayah Sulawesi Selatan seluas 4.554.367 Ha. Selengkapnya
dicermati pada tabel berikut.

Tabel 11.1.

Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019

Ha %

1 | Kep. Selayar 118.240 2,60
2 Bulukumba 117.426 2,58
3 Bantaeng 39.659 0,87
4 Jeneponto 80.117 1,76
5 Takalar 55.880 1,23
6 Gowa 180.435 3,97
7 Sinjai 86.558 1,90
8 Maros 144.287 3,18
9 | Pangkep 89.008 1,96
10 | Barru 120.386 2,65
11 | Bone 457.975 10,08
12 | Soppeng 137.280 3,02
13 | Wajo 263.488 5,80
14 | Sidrap 176.320 3,88
15 | Pinrang 188.237 4,14
16 | Enrekang 184.749 4,07
17 | Luwu 305.143 6,71
18 | Tana Toraja 209.187 4,60
19 | Luwu Utara 740.246 16,29
20 | Luwu Timur 680.589 14,98
21 | Toraja Utara 116.885 2,57
22 | Makassar 17.437 0,38
23 | Pare Pare 9.777 0,22
24 | Palopo 25.059 0,55

Sulawesi Selatan 4.554.367 100

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan wilayah terluas dengan
luasan sebesar 740.246 Ha atau sebesar 16,29 persen dari luas wilayah Sulawesi
Selatan, sedangkan Kota Parepare merupakan daerah dengan wilayah terkecil dengan
luasan sebesar 9.777 Ha atau 0,22 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Terdapat ketimpangan luas wilayah antar kabupaten dan kota, dimana 3 kabupaten
terluas setara dengan 18 kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah terkecil.

Keseluruhan luasan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan kabupaten/kota
tersebut meiliki topografi yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki topografi miring
dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang
tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Kondisi topografi Sulawesi
Selatan dibagi berdasarkan kondisi kemiringan lahan atau kondisi kelerengan dan
kondisi ketinggian lahan.

Berdasarkan kondisi kelerengan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 6
(enam) kelas kelerengan yang didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0 - 2
persen dan 15 - 30 persen dengan luas wilayah mencapai 56,32 persen. Sedangkan
kelas kelerengan dengan luas wilayah terkecil adalah lahan dengan kemiringan lereng
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30 -40 persen dan kemiringan lereng di atas 40 persen dengan luasan sebesar 12,3
persen dari dari total luas wilayah Sulawesi Selatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel I1.2.
Kondisi Kemiringan Lereng di Provinsi Sulawesi Selatan

Ha %

1 0-2% 1.330.065 29,27
2 2-5% 406.193 8,94
3 5-15% 1.019.916 22,44
4 15-30% 1.229.224 27,05
5 30 -40% 264.084 5,81
6 > 40% 294.885 6,49

Sulawesi Selatan 4.554.367 100

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan

Distribusi kemiringan lereng wilayah Sulawesi Selatan ini menggambarkan
bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan potensial untuk dijadikan sebagai
kawasan budidaya. Secara umum distribusi kemiringan lereng terlihat pada gambar
berikut.

Gambar I1.2
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan
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Sumber: Dokumen Fakta dan Analisis Revisi RTRWP
Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam
7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 - 300 mdpl dan
300 - 500 mdpl dengan luasan mencapai 59,37 persen. Wilayah dengan ketinggian
lahan diatas 2000 mdpl hanya mencapai 3,34 persen dari total luas wilayah Sulawesi
Selatan, selengkapnya pada tabel berikut.
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Tabel I1.3.
Kondisi Ketinggian Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan

Ha %

1 0-300 2.176.517 47,89
2 300-500 521.674 11,48
3 500-1000 759.588 16,71
4 1000 -1500 574.748 12,65
5 1500 - 2000 355.551 7,82
6 2000 - 2500 135.689 2,99
7 > 2500 20.600 0,45

Sulawesi Selatan 4.554.367 100

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan

Sebaran distribusi ketinggian lahan menggambarkan potensi Sulawesi Selatan
dalam mengembangkan berbagai komoditas berbasis sumberdaya alam. Sebaran
elevasi/ketinggian wilayah Sulawesi Selatan selengkapnya pada gambar berikut.

Gambar I1.3
Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan
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PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di
Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 73 Daerah Aliran
Sungai (DAS) yang tersebar di 24 Kabupaten/kota, diantara DAS tersebut terdapat 2
DAS prioritas dari 15 DAS prioritas nasional yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang.
DAS Saddang merupakan DAS terbesar di Sulawesi Selatan dengan luasan sekitar
649.320 Ha yang melintasi 11 wilayah Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros,
Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang,
Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Parepare, selengkapnya pada gambar berikut.
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Gambar I1.4
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan
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Sumber : Rancangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Prov. Sulsel, Tahun 2019.

Pada aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua musim

yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim
penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan
klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu:

Tipe Iklim A, tipe iklim ini dinotasikan sebagai iklim sangat basah dengan curah
hujan rata-rata pada iklim tipe A adalah 3500 - 4000 mm/tahun. Wilayah yang
termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan
Enrekang.

Tipe iklim B, tipe iklim ini dinyatakan sebagai iklim basah dengan curah hujan
rata-rata 3000 - 3500 mm/tahun. Wilayah yang memiliki karakteristik iklim
basah antara lain, yaitu: Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu
Timur, Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng.

Tipe iklim C, tipe ini merupakan tipe iklim agak basah, dengan dengan curah hujan
rata-rata 2500 - 3000 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam iklim C terdiri
dari Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru,
Pangkajene Kepulauan, Enrekang, Maros, Makassar, Jeneponto, Sinjai, Gowa,
Toraja Utara, Parepare, dan Kepulauan Selayar.

Tipe iklim D, tipe iklim ini memiliki curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm/tahun.
Wilayah yang masuk ke dalam tipe iklim D meliputi Kabupaten Wajo, Bone,
Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Soppeng, Sinjai, Maros, Bulukumba,
Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkajene Kepulauan, dan Gowa. Tipe iklim E, tipe
iklim ini merupakan iklim kering yang memiliki curah hujan rata-rata antara 1500
- 2000 mm/tahun.

Tipe iklim E terdapat di Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar,
Bantaeng, dan Maros dengan curah hujan rata-rata 2500 - 3000 mm/tahun.
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Penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan.
Membahas klasifikasi penggunaan/penutupan lahan tidak terlepas dari makna
tentang lahan sebagai sumber daya alam. Sebaran penggunaan lahan Provinsi
Sulawesi Selatan ditampilkan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 11.4.
Peta Penggunaan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Air 2,51 114.611,00
Belukar 9,43 430.710,29
Belukar Rawa 0,26 11.852,47
Hutan Lahan Kering Primer 12,07 551.507,79
Hutan Lahan Kering Sekunder 17,63 805.595,18
Hutan Mangrove Primer 0,05 2.323,83
Hutan Mangrove Sekunder 0,28 12.995,46
Hutan Rawa Sekunder 0,00 39,42
Hutan Tanaman 0,27 12.112,95
Tanah Terbuka 0,68 30.854,86
Pemukiman 2,09 95.475,76
Perkebunan 1,08 49.458,78
Pertambangan 0,08 3.877,21
Pertanian Lahan Kering 8,11 370.599,38
Pertanian Lahan Kering Campur 24,25 1.107.917,42
Rawa 0,01 294,11
Savana/ Padang rumput 1,87 85.370,92
Sawah 16,42 750.123,07
Tambak 2,83 129.090,20
Transmigrasi 0,05 2.200,27
No Data 0,05 2.134,56
Sulawesi Selatan 100,00 4.569.144,94

Sumber: KLHS RPJMD Perubahan, 2020.

Penggunaan lahan didominasi oleh pertanian lahan kering bercampur seluas
1.107.917.42 Ha, disusul hutan lahan kering sekunder seluas 805.595,18 Ha, sawah
seluas 750.123,07 Ha, hutan lahan kering primer seluas 551.507,79 Ha, dan belukar
seluas 430.710,29 Ha.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Baja et al. (2011), perubahan
penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup besar terjadi untuk 2
dekade yang lalu adalah dari semak dan kebun rnenjadi persawahan, dan hanya
sebahagian kecil untuk permukiman dan industri. Namun, akhir-akhir ini perubahan
penggunaan lahan kebun dan semak termasuk persawahan telah banyak terjadi, dan
umumnya menjadi kawasan perkotaan, khususnya permukiman dan industri.
Berdasarkan penelitian tersebut dinamika tersebut sangat ditentukan oleh beberapa
faktor pendorong (driving faktor), diantaranya (i) factor aktor, (ii) faktor fisik, (iii)
faktor ekonorni, (iv) faktor social budaya, dan (V) faktor institusional dan kebijakan.
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Gambar IL.5
Peta Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan
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2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu
pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna
mewujudkan ruang Sulawesi Selatan yang produktif, kompetitif, inklusif dan
berkelanjutan, yang diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan jaringan infrastruktur wilayah, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan
antar kegiatan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan
perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan
dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan
mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan
pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi;
kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan
sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta
kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan
perdagangan.

Potensi pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan
dengan mengacu pada RTRWP Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat mendukung
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan melalui pengembangan
kawasan budidaya diantaranya meliputi kawasan perikanan, kawasan pertanian,
kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pertambangan.
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1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan
lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas
tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman
padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu,
Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten
Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang,
Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo,
sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten
Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng,
Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto
dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan komoditas kedelai yaitu di
Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros,
Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo; dan lokasi
pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, dan
Kabupaten Maros.

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura diarahkan, sebagai berikut:

e bawang merah di Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, dan
Takalar;

e tanaman cabai di Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan Takalar;

¢ tanaman jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan;

e perkebunan tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;

e perkebunan kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;

e perkebunan kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu Utara,
Luwu, dan Bulukumba;

e komoditas perkebunan lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu Timur;

e komoditas perkebunan cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone dan
Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi
Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba,
Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, Pinrang
dan Maros. Sementara lokasi pengembangan komoditas peternakan sapi perah
diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas ayam buras
diarahkan di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi
Selatan sebagai kontibutor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan
peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk
menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Untuk itu dalam revisi RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan
pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan
582.924 hektar yang proporsi luasan terbesarnya adalah Kabupaten Wajo sebesar
17,80 persen dengan luasan 103.748 hektar, Kabupaten Bone sebesar 14,71persen
dengan luasan 85.737 hektar, dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 9,18 persen
dengan luasan sebesar 53.488 hektar.
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Gambar I1.6
Peta Potensi Komoditi Unggulan Sulawesi Selatan
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Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan
merupakan salah satu Sumberdaya Alam yang menjadi modal utama dalam
pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan
diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan
budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan
sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan
dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut
Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar
Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar,
Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan
budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng,
Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai,
Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota
Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air
payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone,
Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan
kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan
komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar
dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan
dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan
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kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi
Selatan yang menetapkan kawasan industri di kawasan perkotaan yang berfungsi
sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan
perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu
Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota Makassar.

Selain itu RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan pula kawasan industri khusus
yang mengolah bahan baku komoditas pertambangan di sentra komoditas
pertambangan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Maros, Luwu Timur dan
Bantaeng, Serta menetapkan beberapa sentra industri kecil dan menengah yang
diarahkan pada sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri
rakyat sebagai komoditas lokal. Di samping itu, kebijakan pembangunan nasional juga
mengarahkan transformasi ekonomi Sulawesi Selatan diantaranya melalui
peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri
hilir untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi
bahan setengah jadi atau bahan akhir. Demikian pula Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun RZWP3K Sulawesi Selatan juga
mengarahkan pengembangan komoditas pertambangan di Sulawesi Selatan.

RZWP3K mengarahkan pengembangan komoditas pertambangan pasir laut di
Kabupaten Takalar, Jeneponto, dan Kabupaten Luwu Utara. Sementara untuk
pengembangan Blok Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar,
Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, dan Kabupaten Luwu. Pada
perspektif RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan wilayah usaha pertambangan,
meliputi batubara, mineral logam dan mineral radioaktif. Wilayah wusaha
pertambangan batubara di Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Maros, Pangkajene
Kepulauan, Sidenreng Rappang, Sinjai dan Kabupaten Soppeng, wilayah usaha
pertambangan mineral logam di seluruh wilayah Kabupaten/kota kecuali kota
Makassar dan kota Parepare, dan wilayah usaha pertambangan mineral radioaktif di
Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan, Pinrang,
Sidenreng Rappang dan Kota Parepare.

4., Kawasan Pariwisata

Potensi pariwisata Sulawesi Selatan meliputi pengembangan potensi wisata
alam, wisata budaya dan wisata buatan. Potensi wisata alam meliputi pariwisata
bahari dan ekowisata. Pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Takabonerate dan
Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang; pariwisata alam berbasis ekowisata
di Taman Wisata Alam (TWA) Danau Matano - Mahalona dan TWA Danau Towuti di
Kabupaten Luwu Timur, TWA Malino di Kabupaten Gowa, TWA Cani Sirenreng di
Kabupaten Bone, TWA Lejja di Kabupaten Soppeng, Taman Nasional Bantimurung -
Bulusarang di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Taman Buru
Ko’mara di Kabupaten Takalar dan Taman Buru Bangkala di Kabupaten Jeneponto,
TWA Danau Tempe - Sidenreng di Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang, TWA
Laut Kepulauan Spermonde di Kota Makassar, TWA Kebun Raya Enrekang; TWA
Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, TWA Sungai Saddang di Kabupaten Tana
Toraja dan Enrekang, Taman Rutan Rakyat (Tahura) Abdul Latief di Kabupaten Sinjai,
dan Tahura Nanggala di kota Palopo.

Pengembangan wisata budaya berbasis heritage tourism dan wisata sejarah di
kawasan Toraja di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, kawasan pusat Kerajaan
Gowa Benteng Somba Opu di Kota Makassar, kawasan permukiman Adat Ammatoa
Kajang di Kabupaten Bulukumba, kawasan wisata pelabuhan perahu tradisional
Paotere di kota Makassar, dan kawasan industri perahu tradisional Phinisi di
Kabupaten Bulukumba, Taman Wisata Sejarah Fort Rotterdam dan Situs Benteng
Tallo di kota Makassar, Makam Syech Yusuf di kota Makassar, Masjid Tua Katangka di
Kabupaten Gowa, dan Masjid Jami Tua Palopo di Kota Palopo.
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Sedangkan pengembangan wisata buatan diarahkan di kawasan perkotaan
antara lain berupa meeting-incentive-convention exhibition (MICE), wisata
kebugaran, wisata kesehatan dan wisata olah raga. Kawasan perkotaaan yang
dimaksud adalah kawasan Makassar dan sekitarnya, Bulukumba dan sekitarnya,
Parepare dan sekitarnya, Watampone dan sekitarnya dan Palopo dan sekitarnya,

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata
Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan
Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat
pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa
pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota
atau beberapa kecamatan.

Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi, Pusat
Kegiatan Nasional yang terdiri dari Kabupaten/Kota Takalar, Gowa, Maros dan
Makassar dan Pusat Kegiatan Wilayah mencakup Kabupaten/Kota Bulukumba,
Jeneponto, Pangkep, Barru, Bone, Parepare dan Palopo. Sedangkan sistem perkotaan
provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar,
Bantaeng, Sinjai, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu
Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan karakteristik wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah risiko bencana
yang dapat terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; banjir, banjir bandang,
longsor, tsunami, cuaca ekstrim, gempa, kebakaran dan kekeringan. Daerah rawan
gempa berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja,
Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Daerah rawan tsunami meliputi daerah
pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan
Selayar serta Kota Makassar.

Berdasarkan data BNPB pada tahun 2019, jumlah kejadian bencana di
Sulawesi Selatan sebanyak 357 jumlah kejadian, yang didominasi oleh bencana banjir
sebanyak 108 jumlah kejadian, bencana kekeringan sebanyak 51 kali jumlah bencana,
bencana kebakaran sebanyak 32 jumlah kejadian, dan bencana longsor sebanyak 32
kali jumlah kejadian. Bencana banjir merupakan bencana yang paling banyak
menimbulkan kerugian yaitu jumlah korban jiwa yang terdampak dan mengungsi
sebanyak 225.801 orang dan sebanyak 64.266 rumah yang terendam, serta
kerusakan 780 unit fasilitas kesehatan, sosial dan pendidikan. Luas wilayah
terdampak bencana di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I1.5.

Luas Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2019

Banjir Banjir Longsor Tsunami Cuac.a Gempa Kebaka- | Kekeri-
Bandang Ekstrim ran ngan

1 | Kep. Selayar 1.937 6.612 | 65.112 14.391 1.880 26.448 2.057
2 | Bulukumba 5.539 1.675 4.053 4.295 60.448 674 19.680
3 | Bantaeng 549 269 3.051 1.084 22.856 2.181 13.786
4 | Jeneponto 8.761 1.717 5.434 4.771 46.429 3.050 33.353
5 | Takalar 19.091 1.454 1.350 3.946 28.508 4.107 1.282
6 | Gowa 17.939 1.235 | 33911 342 62.797 11.128 46.347
7 | Sinjai 1.162 741 | 11.260 164 34.434 1.070 4.736
8 | Maros 19.070 22.050 | 22.050 83 39.946 6.014 34.254

Bab II -Gambaran Umum Kondisi Daerah |II-11



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-202

-

Banjir Banjir Longsor Tsunami Cuaca Gempa Kebaka- | Kekeri-
Bandang Ekstrim ran ngan
9 | Pangkep 16.178 589 | 11.160 2.823 27.533 1.315 7.163 10816
10 | Barru 5.749 2.311 | 35.224 564 21.886 2 24.872 251
11 | Bone 45.101 3.100 | 39.907 9 14.878 | 20.413 50.473 4.059
12 | Soppeng 12.963 3.604 | 32.501 45.879 | 20.621 5.480
13 | Wajo 44.623 974 2.881 74.069 | 49.912 10.539 3.656
14 | Sidrap 38.636 1.756 | 34.550 41.563 | 44.635 11.762 5.381
15 | Pinrang 39.745 1.552 | 39.947 142 46.848 | 78.424 17.316
16 | Enrekang 1.110 1.963 | 74.790 32.446 401 28.397 846
17 | Luwu 14.648 2.180 | 72.363 22.319 51
18 | Tana Toraja 605 | 47.906 2.990 29.867 1.560
19 | Luwu Utara 40.017 22 48.214
20 | Luwu Timur 33.133 6.906 | 169.748 48.214 | 126.465 30.406 62.840
21 | Toraja Utara 72 1.130 | 48.348 24.618 6.464 106
22 | Makassar 7.921 729 179 9
23 | Parepare 398 178 2.323 63 4.981 27 1.693
24 | Palopo 1.534 672 | 12.123 7.059 19 4
JUMLAH 375.876 56.661 711.514 84.127 751.166 344.114 301.427 245.070

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Bencana yang paling berdampak pada wilayah Sulawesi Selatan adalah cuaca

ekstrim dan tanah longsor selain bencana banjir dan gempa. Data kejadian bencana di

Pro
kec

vinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan
enderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data.
Kecenderungan peningkatan kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan

dalam rentang waktu tahun 2015 - 2019 yaitu :

1.

Bab

Bencana banjir yang diklasifikasikan ke dalam bencana Hydrometeorologi ini
cukup berdampak besar bagi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun
2019. Pada tahun 2015 dengan angka kejadian 15 kejadian, pada tahun 2016
dengan angka kejadian 34 kejadian, pada tahun 2017 dengan angka kejadian 59
kejadian, pada tahun 2018 dengan angka kejadian 38 kejadian, frekuensi tertinggi
dicapai pada tahun 2019 dengan angka 107 kejadian yang tersebar pada 24
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Bencana banjir ini disebabkan oleh
curah hujan yang tinggi dibeberapa bagian wilayah Sulawesi Selatan sehingga
mengakibatkanluapanvolumeairdisuatubadanairseperti sungai atau danau yang
meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu.
Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai
akibat gelombang laut yang sifatnya merusak. Bencana gelombang pasang ini
terjadi di beberapa wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah kejadiannya
beragam, pada tahun 2015, gelombang pasang ini terjadi di Kabupaten Selayar.
Pada tahun 2017 juga terjadi di Kabupaten Barru. Pada Tahun 2018 terdapat 2
kejadian yaitu di Kabupaten Takalar dan Barru. Pada Tahun 2019 juga terdapat 2
kejadian yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Takalar. Jika terjadi
pembiaran maka abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut
akan menggenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat bermain pasir
ataupun pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan di pinggir pantai.

Bencana longsor bisa diakibatkan oleh banyak hal. Umumnya disebabkan oleh
faktor pendorong dan faktor pemicu. Apalagi di musim hujan, ada saja
kekhawatiran masyarakat akan bencana banjir dan tanah longsor. Pada Tahun
2015 Bencana Longsor terjadi 7 Kejadian, Pada Tahun 2016 Bencana Longsor
terjadi 17 Kejadian, Pada Tahun 2017 Bencana Longsor terjadi 18 Kejadian, Pada
Tahun 2018 Bencana Longsor terjadi 37 Kejadian, selanjutnya pada Tahun 2019
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Bencana Longsor terjadi 42 Kejadian. Selama 5 tahun bencana longsor ini
mengalami peningkatan melihat jumlah kejadian yang terus meningkat dari tahun
ke tahun.
Bencana kekeringan disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau
kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal,
sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada.
Kekurangan sumber air pun dapat menjadi penyebab bencana ini. Pada tahun
2018 kejadian kekeringan ini terjadi di Kabupaten Barru dan puncaknya pada
tahun 2019 naik drastis menjadi 51 Kejadian.
Bencana cuaca ekstrim (puting beliung) memiliki kecenderungan meningkat. Pada
tahun 2015 sebanyak 36 kejadian. Pada tahun 2016 sebanyak 30 kejadian, Pada
tahun 2017 sebanyak 102 kejadian, Pada tahun 2018 sebanyak 66 kejadian, Pada
tahun 2019 sebanyak 130 kejadian. Insiden di atas menunjukkan ancaman yang
dipicu oleh fenomena hidrometeorologi bergerak ke wilayah Indonesia bagian
tengah dan timur. BMKG pun telah memberikan peringatan dini ke sejumlah
wilayah dengan status 'Waspada' hingga 'Siaga.'
Bencana gempa di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 2018 dan 2019.
Pad tahun 2018, bencana gempa bumi terjadi di Kabupaten Wajo. Sementara Pada
tahun 2019 terjadi di kabupaten Enrekang dan Luwu Timur.
Bencana kebakaran hutan cenderung meningkat, dengan frekuensi tertinggi
dicapai pada tahun 2019 dengan jumlah 32 Kejadian.

Dalam upaya memaksimalkan penanganan korban bencana yang terjadi di

Sulawesi Selatan, diperlukan mitigasi bencana yang mencakup tiga tahapan yaitu;
sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana. Mitigasi sebelum bencana berupa
kesiapsiagaan bencana, sedangkan saat bencana berupa evakuasi dan pasca bencana
berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Terkait dengan upaya penanganan pasca
bencana telah dipetakan lokasi potensi relokasi pasca bencana untuk penanganan
lebih lanjut, sebagaimana tabel berikut.

Tabel I11.6.

Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2019

1 | Kota Banjir Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso,
Makassar Cuaca Ekstrim | Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan
Tsunami Wajo
2 | Kota Cuaca Ekstrim | Kel. Kampung Pisang, Kel. Ujung Lare, Kel.
Parepare Longsor Lakessi, Kel. Kampung Baru, Kel. Watang
Kebakaran Soreang, Kf}l. Ujung Bulu, Kel. Tiro Sompe,. Kel.
Mallusetasi, Kel. Cappa Galung, dan Kel. Ujung
Sabbang.
3 Kota Palopo Banjir Kelurahan Maroangin, Kec. Telluwanua; Kel.
Longsor Rampoang, Kec. Bara; Kel. Songka, Kec. Wara
Cuaca Ekstrim Selatan
4 | Barru Longsor Kelurahan Lalolang, Sepe’E, Lompo Riaja, Desa
Banjir Batupute, dan Desa Nepo
Cuaca Ekstrim
Kebakaran
5 | Soppeng Cuaca Ekstrim | Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan
Gempa Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu
Banjir di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di
Kecamatan Marioriawa;
Longsor
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6 | Wajo Banjir Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan
Cuaca Ekstrim | Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec.
Gempa Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec.

Takkalalla

7 | Sidrap Banjir Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti;
Cuaca Ekstrim | Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang
Gempa

8 | Enrekang Longsor Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec.
Cuaca Ekstrim | Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa
Banjir Kotu, Ru.rah, Cendana, Sossok, Singki di Kec.
Kebakaran Anggeraja

9 | Pinrang Longsor Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang
CuacaEkstrim
Banjir
Gempa

10 | Toraja Utara | Longsor Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
Cuaca Ekstrim
Kebakaran

11 | Tana Toraja | Longsor Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec.
Cuaca Ekstrim | Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec.
Kebakaran Rantetayo

12 | Luwu Longsor Kaw. Lindajang, Bone Lemo, Rante Balla, Beuma,
Banjir [lanbatu dan Bosso
Cuaca Ekstrim
Kebakaran

13 | Luwu Utara Banjir Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa
Cuaca Ekstrim | Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta

di Kecamatan Baebunta;

14 | Luwu Timur | Kekeringan Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo,
Banjir Kalaena dan Wawondula
Longsor
Gempa Bumi

15 | Gowa Longsor Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong,
Banjir Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec.
Cuaca Ekstrim Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao
Kekeringan

16 | Takalar Tsunami Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng
Banjir Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong
Cuaca Ekstrim Selatan, Kec. Mangarabombang
Banjir

17 | Bantaeng Longsor Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto
Banjir Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec.
Cuaca Ekstrim Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
Kekeringan

18 | Bulukumba Banjir Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan
Cuaca Ekstrim | Palampang, Kec. Rilau Ale
Kekeringan

19 | Sinjai Longsor Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo,
Banjir Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Seatan
Cuaca Ekstrim
Kekeringan

20 | Bone Banjir Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec.
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Cuaca Ekstrim | Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala,

Kebakaran Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw.
Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge

21 | Maros Longsor Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre;
Banjir Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa

Cuaca Ekstrim

Kekeringan

22 | Pangkep Banjir Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone,
Cuaca Ekstrim | Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio,
Kalabbirang, Kec. Minasa Te’ne

Kekeringan

23 | Jeneponto Banjir Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec.
Cuaca Ekstrim | Turatea; Kaw. Bontotangnga, Kec. Tamalatea;
Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba

Kekeringan

24 | Selayar Longsor Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw.
Banjir Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec.
Tsunami Buki
Kebakaran

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Gambaran potensi kawasan relokasi bencanadi 24 Kab/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009-2029. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi
rehabilitasi dan rekonstruksi, yang ditujukan untuk memacu kembali perkembangan
kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya suatu wilayah yang terdampak bencana.

Dukungan sarana dan prasarana pengelolaan data kebutuhan pasca bencana
yang akurat dan terkoneksi melalui aplikasi/sistem data terpadu antara BPBD
Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota harus segera diadakan agar sinergitas data
penaggulangan bencana dapat diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24
tahun 2008 tentang Penanggulangan bencana yaitu penyelenggaraan penangulangan
bencana yang terencana, terkordinasi, terpadu dan menyeluruh.

2.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya
peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2015-
2019 sebesar 0,76 persen. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan hingga tathun 2019
mencapai 8.851.240 jiwa. Terdapat empat kabupaten/kota yang menunjukkan laju
pertumbuhan penduduk terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Palopo
dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,80 persen disusul Kabupaten
Luwu Timur dengan laju pertumbuhan sebesar 1,69 persen, Kabupaten Gowa sebesar
1.35 persen. Sedangkan Kota Makassar dengan jumlah penduduk terbesar hanya
menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk keempat terbesar, yakni 1,04 persen.
Sebaliknya laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang terkecil dicapai oleh
Kabupaten Soppeng dengan laju pertumbuhan penduduk hanya 0,10 persen pada
periode yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel I1.7.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019
1 | Selayar 130.199 130.605 133.003 134.426 135.624 0,81
2 | Bulukumba 410,485 410,485 415,713 418,332 420,603 0,49
3 | Bantaeng 183,386 184,517 185,581 186,694 187,626 0,46
4 | Jeneponto 355,599 357,807 359,787 361,910 363,792 0,46
5 | Takalar 286,906 289,978 292,983 296,059 298,688 0,81
6 | Gowa 722.702 735,493 748,200 761,294 772,684 1,35
7 | Sinjai 238.099 239,689 241,208 242,776 244,125 0,50
8 | Maros 339.300 342,890 346,383 349,985 353,121 0,80
9 | Pangkep 323.597 326,700 329,791 332,924 335,514 0,73
10 | Barru 171.217 171,906 172,767 173,544 174,323 0,36
11 | Bone 742.912 746,973 751,026 755,082 758,589 0,42
12 | Soppeng 226.116 226,305 26,466 226,647 226,991 0,10
13 | Wajo 393.218 394,495 395,583 396,770 397,814 0,23
14 | Sidrap 289.787 292,985 296,125 299,353 301,972 0,83
15 | Pinrang 366.789 369,595 372,230 374,985 377,119 0,56
16 | Enrekang 199.998 201,614 203,320 205,008 206,387 0,63
17 | Luwu 350.218 353,277 356,305 359,405 362,027 0,67
18 | Tana Toraja 228.984 230,195 231,519 232,792 234,002 0,43
19 | Luwu Utara 302.687 305,372 308,001 310,681 312,883 0,66
20 | Luwu Timur 275.595 281,822 287,874 294,207 299,673 1,69
21 | Toraja Utara 225.516 226,959 228,414 229,876 231,214 0,50
22 | Makassar 1.449.401 1,469,601 | 1,489,011 1,509,262 | 1,526,677 1,04
23 | Pare Pare 138.699 140,423 142,097 143,831 145,178 0,92
24 | Palopo 168.894 172,916 176,907 181,047 184,614 1,80
Sulawesi Selatan | 8.520.304 8,606,375 8,690,294 8,776,888 8,851,240 0,76

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin hingga tahun 2019
menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan dengan
rasio keseluruhan 0,96. Untuk kelompok umur tertentu jumlah penduduk laki-laki
lebih banyak daripada penduduk perempuan dengan rasio diatas 1,0 yakni pada
range umur 0 - 24 tahun. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.8.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Laki-Laki Perempuan

1 0-4 420.691 404.024 824.715 1,04
2 5-9 423.310 407.118 830.428 1,04
3 10-14 409.791 392.082 801.873 1,05
4 15-19 405.550 388.070 793.620 1,05
5 20-24 398.854 389.880 788.734 1,02
6 25-29 345.624 356.975 702.617 0,97
7 30-34 306.753 330.160 636.913 0,93
8 35-39 289.129 322.228 611.357 0,90
9 40 - 44 282.734 309.984 592.718 0,91
10 45 -49 266.342 289.913 556.255 0,92
11 50-54 226.790 252.188 478.978 0,90
12 55-59 178.011 205.061 383.072 0,87
13 60- 64 137.048 159.195 296.243 0,86
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Kelompok Jenis Kelamin Rasio Jenis
No. U Jumlah Kelamin L /P
mur Laki-Laki = Perempuan elamin L/
14 65+ 99.534 119.401 218.935 0,83
Sulawesi Selatan = 4.326.409 4.524.831 8.851.240 0,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Populasi tertinggi terdapat pada kelompok umur 5 - 9 tahun sebanyak 9,38
persen, dan populasi terkecil terdapat pada kelompok umur diatas 65 tahun sebanyak
2,47 persen dari total 8.851.240 jiwa penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2019.

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota pada tahun
2018 dan 2019, Kota Makassar menempati peringkat pertama terbesar dengan
sebaran jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 1.508,326 Jiwa dan pada tahun
2019 sebesar 1.526,677 Jiwa, sementara jumlah penduduk terkecil pada tahun 2018
dan 2019, berada pada Kabupaten Selayar dengan jumlah penduduk sebesar 134,062
Jiwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 135,624 Jiwa.

Jika dibandingkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, menunjukkan
bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 jenis kelamin perempuan lebih banyak dari
jenis kelamin laki-laki, yaitu pada tahun 2018 jumlah penduduk perempuan sebesar
4.489,625 Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 4.524,831 Jiwa. Sedangkan jumlah
penduduk laki-laki pada tahun 2018 sebesar 4.287,262 Jiwa dan pada tahun 2019
sebesar 4.326,409 Jiwa.

Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut
kab/kota pada tahun 2018 sebesar 95,49 menunjukkan bahwa terdapat 95 penduduk
laki-laki per 100 perempuan, selanjutnya tahun 2019 sebesar 95,60 menunjukkan
bahwa terdapat 95 penduduk laki-laki per 100 perempuan. Perbandingan rasio
penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2018 dan
tahun 2019, menunjukkan bahwa terdapat 5 Kabupaten yang rasio jenis kelamin laki-
laki terhadap perempuan melebihi 100 yaitu, Kabupaten Enrekang, Luwu Utara,
Toraja Utara, Tana Toraja, dan Luwu Timur. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel I1.9.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,
Tahun 2019
Jumlah Penduduk dan Rasio
No. Kab;g::en/ . Total Jumlah Rasio Jenis
Laki-Laki Perempuan Penduduk Kelamin
1 Selayar 65.424 70.200 135.624 93,20
2 Bulukumba 198.701 221.902 420.603 89,54
3  Bantaeng 90.38 97.246 187.626 92,94
4 Jeneponto 175.607 188.185 363.792 93,32
5 Takalar 143.674 155.014 298.688 92,68
6 Gowa 380.488 392.196 772.684 97,01
7 Sinjai 118.202 125.923 244.125 93,87
8  Maros 172.793 180.328 353.121 95,82
9 Pangkep 162.618 172.896 335.514 94,06
10  Barru 83.878 90.445 174.323 92,74
11  Bone 363.03 395.559 758.589 91,78
12 Soppeng 106.927 120.064 226.991 89,06
13 Wajo 190.693 207.121 397.814 92,07
14  Sidrap 148.201 153.771 301.972 96,38
15  Pinrang 183.129 193.99 377.119 94,40
16  Enrekang 103.627 102.76 206.387 100,84
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Jumlah Penduduk dan Rasio

No. Kab;paten/ Total Jumlah Rasio Jenis
ota Laki-Laki Perempuan Penduduk Kelamin
17 Luwu 177.382 184.645 362.027 96.,07
18 Tana Toraja 118.102 115.9 234.002 101,90
19 Luwu Utara 156.878 156.005 312.883 100,56
20  Luwu Timur 154.006 145.667 299.673 105,72
21  Toraja Utara 115.712 115.502 231.214 100,18
22  Makassar 755.968 770.709 1.526.677 98,09
23  Pare Pare 71.406 73.772 145.178 96,79
24 Palopo 89.583 95.031 184.614 94,27
Sulawesi Selatan 4.326.409 4.524.831 8.851.240 95,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.21 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2019 tumbuh sebesar 6,92 persen.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan Komunikasi
merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,99
persen, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,53 persen serta Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,98 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2019, sumber
pertumbuhan tertinggi berasal dari Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,39 persen,
diikuti Industri Pengolahan sebesar 1,31 persen; Konstruksi sebesar 1,09 persen;
Informasi dan Komunikasi sebesar 0,75 persen serta Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 0,59 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan
dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,79 persen.

Grafik I1.1.
Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Pertanian; 21,28

Js. Perusahaan; 0,47
Real Estate; 3,65

Js. Keuangan; 3,66 Pertambangan; 4,62

Infokom; 5,05

Akomodasi; 1,41

Transportasi; 4,23

Perdagangan; 14,80

Konstruksi; 14,18 Pengd. Air; 0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020
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Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga
berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian
Sulawesi Selatan masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (21,28 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor (14,80 persen); Konstruksi (14,18 persen) serta Industri
Pengolahan (13,16 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam
perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,42 persen. Adapun struktur ekonomi
secara lengkap dapat dilihat pada grafik II.1.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi
Selatan selalu berada di atas rata-rata Nasional meskipun mengalami perlambatan.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada tahun 2019 hanya mencapai 5,02 persen, lebih
rendah dari capaian Sulawesi Selatan yaitu 6,92 persen sebagaimana di gambarkan
pada tabel berikut.

Tabel 11.10.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

2015 | 2016 2017 | 2018 2019
Sulawesi Selatan % 7,19 7,42 7,21 7,06 6,92
Nasional % 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Untuk tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tertinggi di 24 kabupaten/kota
adalah Kabupaten Bantaeng dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,75 persen, dan
Kota Makassar sebesar 8,79 persen. Sedangkan kabupaten yang pertumbuhan
ekonomi terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya adalah Kabupaten Luwu
Timur yang bertumbuh hanya 1,17 persen, disusul Kabupaten Maros yang bertumbuh
1,24 persen.

Tabel 11.11.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
1 | Kep. Selayar 8,83 7,35 7,61 8,75 7,66
2 Bulukumba 5,62 6,77 6,89 5,05 5,49
3 | Bantaeng 6,64 7,39 7,31 8,13 10,75
4 Jeneponto 6,54 8,32 8,25 6,29 5,47
5 | Takalar 8,42 9,61 7,37 6,66 6,87
6 | Gowa 6,79 7,57 7,21 7,14 7,46
7 | Sinjai 7,55 7,09 7,23 7,44 6,12
8 | Maros 8,44 9,50 6,81 6,19 1,24
9 | Pangkep 7,63 8,31 6,60 4,76 6,41
10 | Barru 6,32 6,01 6,48 7,11 7,41
11 | Bone 8,30 9,01 8,41 8,91 7,01
12 | Soppeng 511 8,11 8,29 8,11 7,69
13 | Wajo 7,06 4,96 521 1,08 4,06
14 | Sidrap 8,03 8,77 7,09 5,02 4,65
15 | Pinrang 8,24 7,44 7,84 691 6,53
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L

2015 2016 2017 2018 2019

16 | Enrekang 6,91 7,63 6,84 3,26 5,43
17 | Luwu 7,26 7,88 6,79 6,86 6,26
18 | Tana Toraja 6,85 7,29 7,47 7,89 7,22
19 | Luwu Utara 6,67 7,49 7,60 8,39 7,11
20 | Luwu Timur 6,42 1,58 3,07 3,39 1,17
21 | Toraja Utara 7,76 8,01 8,22 8,07 7,56
22 | Makassar 7,55 8,03 8,20 8,42 8,79
23 | Parepare 6,30 6,87 6,97 5,58 6,65
24 | Palopo 6,47 6,95 7,17 7,52 6,75

Sulawesi Selatan 7,19 7,42 7,21 7,06 6,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Secara regional, pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Pulau Sulawesi selama
lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Empat
tahun terakahir mengalami perlambatan dengan capaian terendah pada tahun 2019
yaitu 6,92 persen. Meskipun demikian, dalam skala nasional angka pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai 2019 selalu berada diatas
angka pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara dalam lingkup Regional Sulawesi,
jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di lima provinsi lainnya,
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada di urutan kedua setelah Sulawesi
Tengah yang bertumbuh sebesar 7,15 persen.

Tabel 11.12.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan
Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
Nasional % 4,88 5,03 5,07 517 5,02
Sulawesi Selatan % 7,19 7,42 7,21 7,06 6,92
Sulawesi Utara % 6,12 6,16 6,31 6,01 5,66
Sulawesi Tengah % 15,50 9,94 7,10 6,28 7,15
Sulawesi Tenggara % 6,88 6,51 6,76 6,42 6,51
Gorontalo % 6,22 6,52 6,73 6,50 6,41
Sulawesi Barat % 7,31 6,01 6,39 6,25 5,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020.

Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya dua provinsi yang pertumbuhannya
terakselerasi pada tahun 2019, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang terakselerasi signifikan merupakan
base effect dari pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun sebelumnya akibat
bencana gempa Palu 2018. Sementara, di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonomi
pada 2019 utamanya didukung oleh investasi Tiongkok pada nikel yang mendorong
kinerja industri pengolahan melalui hilirasi nikel dan turut meningkatkan ekspor luar
negeri. Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 5 dari 6 provinsi di Pulau
Sulawesi menunjukan perlunya mencari dan mengoptimalisasi sumber pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan di Pulau Sulawesi. Seperti pada grafik berikut.
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Grafik I1.2.

Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan,
Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi, Tahun 2019
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Sumber: BPS Tahun 2020, Diolah

Berdasarkan PDRB sektor lapangan usaha di Sulawesi Selatan, menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada sektor lapangan usaha Informasi
dan Komunikasi serta sektor lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan
sebesar 10,99 persen dan 10,53 persen. Berbagai data pendukung menunjukkan
bahwa konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan tehadap produk informasi dan
komunikasi meningkat cukup tinggi di tahun 2019. Selain itu jumlah tenaga kerja
yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta Jasa Perusahaan juga
tumbuh signifikan. Sedangkan sektor lapangan usaha yang masih memerlukan
perhatian adalah sektor pegadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang
yang hanya bertumbuh sebesar 1,73 persen dan sektor transportasi dan pergudangan
sebesar 1,74 persen.

Tabel 11.13.

Pertumbuhan PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

Pertumbuhan PDRB
Sektor Lapangan Usaha
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
A Per'Fanlan, Kehutanan, dan 587 | 786 | 556 | 527 | 2.80
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 742 | 1,22 | 3,80 | 1,11 | 2,68
C Industri Pengolahan 6,77 | 823 | 503 | 094 | 991
D Pengadaan Listrik dan Gas -1,38 | 11,52 | 6,10 | 7,26 | 6,21
Pengadaan Air, Pengelolaan
. ’ 034 | 544 | 7,89 | 549 1,73
E Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 832 | 702 | 874 | 855 | 892
G Perdagapgan l_3esar dan Eceran; 789 | 957 | 1042 | 1157 | 9,15
Reparasi Mobil dan Sepeda
H Transportasi dan Pergudangan 682 | 7,75 | 837 10,32 | 1,74
[ Pe.nyedlaan Akomodasi dan Makan 581 | 847 | 1194 1271 616
Minum
J Informasi dan Komunikasi 792 | 813 | 10,52 | 11,99 K 10,99
K Jasa Keuangan dan Asuransi 741 | 13,63 | 439 | 467 | 4,01
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Pertumbuhan PDRB
Sektor Lapangan Usaha
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
L Real Estat 7,39 6,37 | 448 | 4,63 5,42
M,N | Jasa Perusahaan 587 | 7,88 | 8,44 | 10,02 K 10,53

Administrasi Pemerintah,
Pertahanan dan Jaminan Sosial

P Jasa Pendidikan 725 | 686 | 972 | 9,77 | 693

0 7,88 | -0,22 | 520 | 996 | 9,98

Q Jasa Kesehatandan Kegiatan Sosial 931 | 845 | 880 | 859 | 8,05
R,S,T,U | Jasa Lainnya 899 | 981 | 9,58 | 13,13 | 9,73
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 7,19 7,42 7,23 7,06 6,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Sementara nilai PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2019 berdasarkan harga
konstan mengalami peningkatan di 17 sektor lapangan usaha meskipun secara total
mengalami perlambatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di
seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Sulawesi
Selatan atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar 330,61 triliun rupiah,
meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya mencapai nilai 309,20 triliun rupiah.
Adapun nilai PDRB (ADHK) menurut lapangan usaha yang terbesar berada pada
sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 66,66 trilyun
rupiah, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor sebesar 51,44 trilyun rupiah, dan selanjutnya adalah lapangan usaha
Industri Pengolahan sebesar 44,83 trilyun rupiah. Sedangkan nilai PDRB ADHK tahun
2019 yang terendah dan masih perlu didorong adalah sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,37 trilyun rupiah, serta
pengadaan listrik dan gas hanya sebesar 0,31 trilyun rupiah. Seperti pada tabel
berikut.

Tabel 11.14.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

Nilai PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 53,96 | 58,44 | 61,60 | 64,84 | 66,66

Lapangan Usaha

Pertambangan dan Galian 15,87 15,96 16,60 16,79 17,24
Industri Pengolahan 3551 | 3845 | 40,41 @ 40,79 & 44,83
Pengadaan Listrik dan Gas 0,21 0,26 0,27 0,29 0,31

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 030 032 0 34 036 037
Limbah dan Daur Ulang ' ' ' ' '

Konstruksi 2997 | 31,99 @ 3487 | 37,85 | 41,23
Perdagangan Besar dan Eceran

’ 3492 | 3836 | 42,25 @ 47,13 | 51,44
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 9,19 986 | 1068 | 11,78 | 11,98

Pgnyediaan Akomodasi dan Makan 337 3,66 4,09 461 490
Minum

Informasi dan Komunikasi 15,71 16,99 18,78 21,03 23,34
Jasa Keuangan dan Asuransi 8,66 9,84 10,28 10,75 11,19
Real Estate 9,20 9,78 10,22 10,70 | 11,28
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Lapangan Usaha

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan,
Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya

Total PDRB

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Nilai PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah)

2015 2016 2017 2018 | 2019
1,06 1,14 1,24 1,36 1,51
11,38 | 11,22 | 11,93 | 13,11 | 14,42
13,38 14,3 15,69 | 17,22 | 1841
4,85 5,25 5,72 6,21 6,71
3,21 3,25 3,86 4,37 4,79

250,73 269,07 288,81 309,20 330,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Seperti halnya nilai PDRB atas dasar harga konstan, nilai PDRB atas dasar
harga berlaku (ADHB) juga meningkat pada Tahun 2019 mencapai 504,76 trilyun
rupiah dibandingkan tahun 2018 hanya mencapai nilai 456,61 trilyun rupiah.
Peningkatan tersebut di sumbangkan oleh sektor lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan sebesar 107,42 trilyun rupiah, kemudian lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 74,70

Trilyun rupiah. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 11.15.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan

Pertambangan dan Galian
Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum

Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan,
Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya

Total Nilai PDRB

Nilai PDRB-Adhb (Trilyun Rupiah)

2015 | 2016 | 2017 2018 2019
78,78 | 88,34 | 96,11 | 103,96 | 107,42
21,52 | 19,56 @ 20,41 @ 22,17 | 23,30
47,25 | 53,02 | 57,45 | 59,45 | 66,43
0,19 0,22 0,27 0,30 0,32
0,37 0,39 0,43 0,46 0,48
42,18 | 47,62 | 53,56 | 62,57 @ 71,56
43,79 | 50,06 | 59,98 | 66,44 | 74,70
14,25 | 16,17 | 17,51 | 19,76 | 21,35
4,55 4,99 571 6,53 7,11
15,72 | 17,57 | 19,93 | 22,78 | 25,49
12,26 | 14,36 | 1580 | 17,28 | 18,50
13,59 | 14,88 | 1587 @ 17,14 | 18,41
1,48 1,65 1,85 2,11 2,37
16,29 @ 16,84 & 18,19 | 20,65 | 23,33
17,30 | 19,13 | 21,76 | 24,43 | 26,54
6,52 7,33 8,19 9,19 10,16
4,37 4,96 5,57 6,51 7,29

340,39 377,11 415,64 461,72 504,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020
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Dari segi kontribusi PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga
konstan di Sulawesi Selatan didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,16 persen,
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,56
persen dan Industri Pengolahan sebesar 13,56 persen. Dari 17 sektor lapangan usaha,
dapat di gambarkan bahwa kontribusi PDRB menurut lapangan usaha utama
berdasarkan harga konstan, hanya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor yang mengalami peningkatan kontribusi setiap
tahunnya.

Tabel 11.16.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

2015 2016

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,52 21,72 21,33 20,97 20,16
Pertambangan dan Galian 6,33 5,94 5,75 5,43 521
Industri Pengolahan 14,16 | 14,29 13,99 13,19 13,56
Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09
P d Air, P lol S h,

.enga aan Air, Pengelolaan Sampa 0.12 0.12 0.12 0.12 011
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 11,95 11,89 12,07 12,24 12,47
Perd B dan E ,

ereagangan vesaraan neerai 1393 | 1426 14,63 @ 1524 1556
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 3,67 3,66 3,70 3,81 3,62
Pe?nyedlaan Akomodasi dan Makan 134 136 142 149 148
Minum
Informasi dan Komunikasi 6,27 6,31 6,50 6,80 7,06
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,45 3,66 3,56 3,48 3,38
Real Estate 3,67 3,63 3,54 3,46 3,41
Jasa Perusahaan 0,42 0,42 0,43 0,44 0,46
Administrasi Pemerintahan

’ 4,54 4,17 4,13 4,24 4,36
Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 5,34 5,31 5,43 5,57 5,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,93 1,95 1,98 2,01 2,03
Jasa Lainnya 1,28 1,21 1,34 1,41 1,45
Total Kontribusi PDRB (adhk) 100 100 100 100 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku
menunjukkan bahwa, terdapat tiga sektor lapangan usaha utama yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan
perikanan sebesar 21,28 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor sebesar 14,80 persen dan konstruksi sebesar 14,18 persen.
Berdasarkan data kontribusi PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan bahwa
pada lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha konstruksi mengalami
peningkatan setiap tahunnya, sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan
perikanan menunjukkan penurunan besaran kontribusi dalam lima tahun terakhir.
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Tabel 11.17.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Kontribusi Pdrb Adhb (%)
Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2314 | 2343 | 23,13 @ 22,77 @ 21,28

Pertambangan dan Galian 6,32 5,19 491 4,86 4,62
Industri Pengolahan 13,88 | 14,06 | 13,82 | 13,02 | 13,16
Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06
P.engadaan Air, Pengelolaan Sampah, 011 0.10 0.10 0.10 0.10
Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi 12,39 | 12,63 | 12,89 | 13,70 | 14,18

Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan 419 4,29 421 433 423

12,86 | 13,28 | 14,43 | 14,55 | 14,80

Penyediaan Akomodasi dan Makan
1,34 1,32 1,37 1,43 1,41

Minum

Informasi dan Komunikasi 4,62 4,66 4,80 4,99 5,05
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,60 3,81 3,80 3,78 3,67
Real Estate 3,99 3,95 3,82 3,75 3,65
Jasa Perusahaan 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47

Administrasi Pemerintahan,

4,79 4,47 4,38 4,52 4,62
Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 5,08 5,07 5,24 5,35 5,26
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,92 1,94 1,97 1,36 2,01
Jasa Lainnya 1,28 1,32 4,37 0,96 1,44

Total Kontribusi PDRB 100 100 100 100 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020
2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui
beberapa program penanggulangan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Sulawesi selatan
selama tahun 2015-2019 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Pada tahun
2019, tingkat kemiskian Sulawesi Selatan yaitu 8,56 persen, sedangkan tingkat
kemiskinan nasional mencapai 9,22 persen. Berdasarkan capaian tersebut, maka
Target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk
miskin yaitu 8,78 persen pada tahun 2019 telah tercapai (melampaui). Selengkapnya
pada tabel berikut.Selengkapnya pada grafik berikut.
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Grafik I1.3.

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019
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Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan dengan
Nasional menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan Nasional lebih baik
daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sedangkan apabila
dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi, maka kinerja penurunan
kemiskinan Sulawesi Selatan berada di bawah provinsi Sulawesi Utara. Kinerja
penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa program dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan masih perlu lebih
dioptimalkan Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi selatan dan

Nasional selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 11.18.

Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Sulawesi Selatan % 89,88 90,76 90,52 91,13 91,44
Nasional % 88,87 89,30 89,88 90,34 90,78
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan wilayah pada
tahun 2019 dengan angka tertinggi berada pada wilayah perdesaan yaitu sebesar
597,19 ribu jiwa atau 11,90 persen, sedangkan jumlah dan persentase penduduk
miskin di perkotaan hanya sebesar 162,39 ribu jiwa atau 4,22 persen.

Tabel 11.19.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan

Jumlah Penduduk Ribu

Mickin Porkotann . 157,18 150,6 166,5 168,7 162,39
Jumlah Penduduk Ribu 707,34 64621 = 65947 61094 597,19
Miskin Perdesaan Jiwa
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Penduduk Miskin Tahun
Wilayah Bateay

y 2015 2016 2017 2018 2019
sl el Pl il 864,51 796,81 82597 779,64 759,58
Miskin Kota + Desa Jiwa
Persentase
Penduduk Miskin % 493 4,47 4,76 4,48 4,22
Perkotaan
Persentase
Penduduk Miskin % 13,22 12,3 12,65 12,15 11,90
Perdesaan
Persentase
Penduduk Miskin % 10,12 9,24 9,48 8,87 8,56
Kota + Desa

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Nasional

Jumlah Penduduk

. : JutaJiwa 28.513,57 27.764,32 26.582,99 25.674,58 24.785,87
Miskin Nasional

Persentase
Penduduk Miskin %
Nasional

11,13 10,70 10,12 9,66 9,22

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Selatan selama tahun 2015-2019 terus
mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan inflasi. Garis kemiskinan wilayah
perdesaan selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata pertahun
sebesar 6,66 persen, sementara garis kemiskinan perkotaan rata mengalami

Garis kemiskinan di Sulawesi

peningkatan rata-rata pertahun sebesar 6,79 persen. Jika dibandingkan dengan garis
kemiskinan Nasional, garis kemiskinan perkotaan dan garis kemiskinan perdesaan di
Sulawesi Selatan masih lebih rendah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 11.20.
Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019

Tahun
Wilayah Satuan
2015 2016 2017 2018 2019
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan
Perkotaan oty 274140  286.669  303.834 327.725 354.770
Kapita/Bulan
Perdesaan Rupiah/ 254524  267.428  287.788 306250 331.064
Kapita/Bulan
Feroiten S sty 261854 275361 294358 315.738  341.555
Perdesaan Kapita/Bulan
Garis Kemiskinan Nasional
Perkotaan Sl 356.378 372114  400.995 425770 442.063
Kapita/Bulan
Perdesaan Rupiah/ 333.034 350.420 370910 392.154  404.398
Kapita/Bulan
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020
Jika dibandingkan persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman

Kemiskinan dan pertumbuhan jumlah penduduk miskin Provinsi di Pulau Sulawesi
Tahun 2019 menunjukkan bahwa, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi berada di
Sulawesi Barat sementara Sulawesi Selatan menunjukkan nilai indeks kedalaman
kemiskinan yang terendah dibanding 5 provinsi lainnya. Persentase pertumbuhan
penduduk miskin juga menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai
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terendah dibanding provinsi lainnya diwilayah Sulawesi. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kinerja penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik
untuk wilayah Pulau Sulawesi, selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik I1.4.

Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman
Kemiskinan, dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan
dengan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2019

'M Sulawesi Barat
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Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin
- Indeks Kedalaman Kemiskinan
% Penduduk Miskin

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat
dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu,
besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,
sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya
alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun
2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita
tercatat sebesar 39,95 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga
tahun2019 mencapai 57,03 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup
tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Walaupun terjadi kenaikan, namun
nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional yaitu 59,07 juta rupiah, serta belum
mencapai target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yaitu sebesar 57,64
juta rupiah. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 11.21.

Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK)
Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2015-2019

Tahun

Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

PDRB/PDB Perkapita (ADHB)

Sulawesi Selatan Juta Rp 39,95 43,82 47,82 52,64 57,03
Nasional Juta Rp 4512 47,94 51,89 55,99 59,07
PDRB/PDB Perkapita (ADHK)

Sulawesi Selatan Juta Rp 29,44 31,30 33,23 35,25 37,35
Nasional Juta Rp 35,16 36,47 37,85 39,34 40,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
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PDRB perkapita (ADHB) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019.
Walaupun demikian, dari 24 kabupaten/kota terdapat satu kabupaten yang PDRB
perkapita mengalami penurunan nilai di tahun 2016 sampai 2018 dibanding nilai
yang dicapai pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Luwu Timur. Namun nilai tersebut
telah meningkat menjadi 70,07 juta rupiah di tahun 2019 dari 69,73 juta rupiah pada
tahun 2015.

Adapun kabupaten/kota yang PDRB perkapitanya tertinggi di Sulawesi Selatan
pada tahun 2019 adalah Kota Makassar sebesar 116,87 juta rupiah, menyusul
Kabupaten Pangkep dengan PDRB perkapita sebesar 77,46 juta rupiah dan Kabupaten
Luwu Timur sebesar 77,07 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita terendah diantara
kabupaten lainnya, adalah Kabupaten Gowa yang hanya mencapai 27,10 juta rupiah
dan Kabupaten Jeneponto 27,74 Juta rupiah. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 11.22.

Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)
No Kab. / Kota

2015 2016 2017 2018 2019

1  Kep. Selayar 31,86 35,46 39,27 43,62 47,50
2  Bulukumba 23,31 26,06 29,03 31,55 33,80
3  Bantaeng 30,42 34,13 37,41 41,63 46,80
4  Jeneponto 19,69 21,94 23,94 26,03 27,74
5 Takalar 23,78 26,73 29,21 31,51 34,01
6 Gowa 19,03 21,04 22,98 25,07 27,10
7  Sinjai 31,57 34,61 37,89 41,88 44,90
8 Maros 45,94 52,09 56,12 60,92 64,33
9  Pangkep 56,94 62,92 67,60 71,98 77,46
10 Barru 28,87 31,75 34,51 38,09 41,71
11 Bone 31,36 35,15 39,04 43,87 47,50
12  Soppeng 30,27 34,89 39,19 44,12 48,18
13 Wajo 38,45 41,94 45,08 47,15 49,87
14  Sidrap 32,12 36,66 40,24 43,25 46,01
15 Pinrang 35,83 39,78 43,95 48,29 52,05
16 Enrekang 26,20 29,22 31,28 32,81 35,36
17 Luwu 29,59 33,55 36,56 40,20 43,25
18 Tana Toraja 21,43 23,72 26,15 29,31 31,96
19 Luwu Utara 28,73 32,02 35,02 38,65 41,70
20 Luwu Timur 69,73 61,72 63,71 69,41 70,07
21 Toraja Utara 26,10 29,91 33,80 37,84 41,50
22 Makassar 78,94 87,13 95,67 106,23 116,87
23  Parepare 36,50 39,35 42,88 45,94 49,80
24  Palopo 31,68 34,04 36,83 40,32 43,02
SULAWESI SELATAN 39,95 43,82 47,82 52,64 57,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Berdasarkan skala regional, pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sulawesi
Selatan merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi dari Tahun 2017 sampai tahun
2019, dan selalu berada diatas PDB per kapita Nasional. Meski demikian,
pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sulawesi Selatan mengalami tren penurunan
sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama
yaitu pertumbuhan penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan
tahun 2015-2019 sebesar 0,97 persen. Faktor kedua adalah pertumbuhan PDRB atau
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pertumbuhan ekonomi, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2019 Sulawesi
Selatan mencapai 6,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa skala pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibandingkan skala pertumbuhan
penduduknya, sehingga pertumbuhan PDRB per kapita Sulawesi Selatan lebih banyak
dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB-nya.

Tabel 11.23.

Perbandingan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sulawesi Selatan,
Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

Rata-Rata
WILAYAH PDRB/PDB Perkapita adhk (Rp.) Pertumbuhan
(Nasional dan PDRB
Provinsi) Perkapita
2015 2016 2017 2018 2019 2018 - 2019
NASIONAL 35.162 36.469 37.851 39.339 40.844 3.82
Sulawesi Selatan 29.436 31303 33.234 35249 37.351 6.13
Sulawesi Utara 29.196  30.68 32.297 33915 35.512 5.02
Sulawesi Tengah 28.779 31.151 32.86 34.411 86.347 42.34
Sulawesi Tenggara 29.203 30.476 31.894 33.286 34.783 4.47
Gorontalo 19.474 40427 21478 2254  23.642 17.64
Sulawesi Barat 20.251 21.068 22.001 22951 23.817 4.14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se-Sulawesi, Tahun 2015-2019 (diolah)

Nilai PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan dalam Periode 2015-2019
terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan 6,12 persen pertahun.
PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 senilai Rp. 29.436,00
ribu meningkat menjadi Rp. 37.351,00 ribu pada tahun 2019. Dalam skala Nasional,
selama lima tahun terakhir PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan masih di
bawah PDRB/PDB perkapita riil Nasional, dimana PDRB/PDB per kapita riil nasional
sebesar Rp. 35.162,00 ribu di tahun 2015 menjadi Rp. 40.844,00 ribu di tahun 2019,
dengan rata-rata hampir 38 juta pertahun. Sementara di Pulau Sulawesi, Provinsi
Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan nilai PDRB per kapita riil terbesar yaitu Rp.
86.347,00 ribu. Seperti pada grafik berikut.

Grafik I1.5.

Perbandingan Perubahan PDRB/PDB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan,
Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2019
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Sumber: BPS Provinsi, Tahun 2015-2020
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2.2.1.4. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila
nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi
pendapatan, maka nilai koefisen gini mendekati satu. Semakin tinggi nilai rasio gini
menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Rasio gini Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 untuk periode
September tercatat sebesar 0,390 yang masih berada diatas rata-rata nasional yaitu
0,380. Nilai ini juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar 0,385. Namun bila dibandingkan dengan Rasio Gini di Pulau
Sulawesi, maka Rasio Gini Sulawesi Selatan tahun 2019 masih lebih baik dari Provinsi
Provinsi Gorontalo sebesar 0,420. Rasio Gini Provinsi di Pulau Sulawesi dan Nasional
dari tahun ke tahun capaiannya berfluktuasi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 11.24.

Perbandingan Rasio GiniProvinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan
Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

Gini Rasio Periode September

Indikator

2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Selatan 0,424 0,400 0,429 0,390 0,390
Sulawesi Utara 0,366 0,379 0,394 0,380 0,370
Sulawesi Tengah 0.374 0.347 0,345 0,330 0,320
Sulawesi Tenggara 0,381 0,388 0,404 0,390 0,390
Gorontalo 0,401 0,410 0,405 0,410 0,420
Sulawesi Barat 0,363 0,371 0,339 0,370 0,370
Nasional 0,408 0,394 0,391 0,384 0,380

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Memperhatikan capaian Gini Rasio Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2019,
maka diperoleh gambaran bahwa terjadi berbaikan ditahun 2020 di Provinsi Sulawesi
Selatan sebesar 0,01 poin, demikian pula dengan Provinsi Sulwesi Tenggara,
sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan ketimpangan
sebesar0,06 poin. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik I1.6.

Perubahan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lainnya
di Pulau Sulawesi, Tahun 2019
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Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Tahun 2020

2.2.1.5 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks Ketimpangan Williamson berdasarkan data pada tabel berikut
menunjukkan nilai ketimpangan yang berfluktuasi sejak tahun 2015 sampai tahun
2019, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah/daerah
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mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding wilayah/daerah lain meskipun
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan
setiap tahun. Indeks Ketimpangan Williamson pada tahun 2019 mengalami
peningkatan menjadi sebesar 0,639 dari tahun 2018 dengan nilai indeks 0,622, atau
mengalami penurunan nilai indeks sebesar 2,73 persen dari tahun sebelumnya.
Capaian tersebut belum mencapai target dalam RPJMD yang ditargetkan sebersar
0,580. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 11.25.

Indeks Ketimpangan Williamson
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Indikator

Indeks Ketimpangan

o 0,616 0,603 0,610 0,622 0,639
Williamson

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang
tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program
ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan berfluktuasi selama
beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019
sebesar 4,97 persen dengan total jumlah pengangguran sebanyak 200.304 orang.
Pada Agustus 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan sebesar
4,62 persen, mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2018 yang besarnya
4,94persen. Capaian ini menunjukkan bahwa target Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) dalam RPJMD yang sebesar 5,17 persen telah tercapai atau melampaui target,
seperti pada tabel berikut.

Tabel 11.26.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

TPT Periode Agustus
Wilayah Satuan

2015 2016 2017 2018 2019
Nasional % 6,18 5,61 5,50 5,30 5,23
Sulawesi Utara % 9,03 6,18 7,18 6,61 6,01
Sulawesi Tengah % 4,10 3,29 3,81 3,37 3,11
Sulawesi Tenggara % 5,55 2,72 3,30 3,19 3,52
Gorontalo % 4,65 2,76 4,28 3,70 3,76
Sulawesi Barat % 3,35 3,33 3,21 3,01 2,98
Sulawesi Selatan % 5,95 4,80 5,61 4,94 4,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020

Pada skala regional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi se
Sulawesi tahun 2019 dapat digambarkan bahwa dari 6 (enam) provinsi di Pulau
Sulawesi, terdapat 4 (empat) provinsi yang Tingkat Pengangguran Terbukanya
mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu Provinsi Sulawesi Utara dari
6,61 persen turun menjadi 6,01 persen, disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan dari
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4,94 persen turun menjadi 4,62 persen, kemudian Provinsi Sulawesi Tengah dari 3,37
persen turun menjadi 3,11 persen, serta Sulawesi Barat dari 3.01 menjadi 2,98.
Sedangkan 2 (dua) provinsi lainnya yaitu Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi
Tenggara mengalami kenaikan Tingkat Pengangguran Terbukanya dari tahun 2018 ke
tahun 2019. Sementara Provinsi yang Tingkat Pengangguran Terbukanya berada
diatas rata-rata Nasional adalah Sulawesi Utara.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota di
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dapat digambarkan bahwa dari 24 (dua puluh
empat) kabupaten/kota, terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang angka Tingkat
Pengangguran Terbukanya berada diatas rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu Kota
Makassar dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 10,39 persen, disusul Kota Palopo
dengan TPT 10,32 persen, dan Kota Parepare 6,42 persen, kemudian Kabupaten
Barru 5,97 persen dan Kabupaten Pangkep 5,41 persen. Sementara 19 kabupaten
lainnya masih memiliki angka Tingkat Pengangguran Terbuka dibawah rata-rata
Provinsi dan Nasional. Seperti pada grafik berikut.

Grafik I1.7.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan cenderung mengalami
kemajuan, dimana pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan
sebesar 69,15 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 71,66 lebih
rendah daripada Indeks Pembangunan Manusia Nasional yang mencapai 71,92.

Memperhatikan capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2019, walaupun
capaiannya masih di bawah Indeks Pembangunan Manusia Nasional, akan tetapi
peningkatannya sebanyak 0.76 poin lebih besar daripada peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia Nasional hanya sebesar 0,53 poin dan melebihi target yang
ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yaitu sebesar 71,58.
Apabila dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan regional
wilayah Pulau Sulawesi, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi
Selatan lebih besar dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi lain
di Pulau Sulawesi kecuali provinsi Sulawesi Utara sebesar 72,99.
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Tabel 11.27.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan,
Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Selatan 69,15 69,76 70,34 70,90 71,66
Sulawesi Utara 70,39 71,05 71,66 72,20 72,99
Sulawesi Tengah 66,76 67,47 68,11 68,88 69,50
Sulawesi Tenggara 68,75 69,31 69,86 70,61 71,20
Gorontalo 65,86 66,29 67,01 67,71 68,49
Sulawesi Barat 62,96 63,60 64,30 65,10 65,73
Nasional 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Sulawesi

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia menurutkabupaten/kota di
Selatan menggambarkan bahwa Kota Makassar memiliki
Pembangunan Manusia tertinggi yaitu sebesar 82,25 dan yang terendah adalah
Kabupaten Jeneponto yang hanya sebesar 64,00. Secara lengkap dapat diperlihatkan

pada tabel berikut.

Tabel 11.28.

Indeks

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

1  Kep. Selayar 64,32 64,95 65,39 66,04 66,91

2 Bulukumba 65,58 66,46 67,08 67,70 68,28

3  Bantaeng 66,20 66,59 67,27 67,76 68,30

4  Jeneponto 61,61 61,81 62,67 63,33 64,00

5 Takalar 64,07 64,96 65,48 66,07 66,94

6 Gowa 66,87 67,70 68,33 68,87 69,66

7  Sinjai 64,48 65,36 65,80 66,24 67,05

8 Maros 67,13 67,76 68,42 68,94 69,50

9 Pangkep 66,65 66,86 67,25 67,71 68,29

10 Barru 68,64 69,07 69,56 70,05 70,60
11 Bone 63,11 63,86 64,16 65,04 65,67
12 Soppeng 65,33 65,95 66,67 67,60 68,26
13  Wajo 66,90 67,52 68,18 68,57 69,05
14 Sidrap 69,00 69,39 69,84 70,60 71,05
15 Pinrang 69,24 69,42 69,90 70,62 71,12
16 Enrekang 70,03 70,79 71,44 72,25 72,66
17 Luwu 68,11 68,71 69,02 69,60 70,39
18 Tana Toraja 65,75 66,25 66,82 67,66 68,25
19 Luwu Utara 67,44 67,81 68,35 68,79 69,46
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2015 2016 2017 2018 2019

20  Luwu Timur 70,43 70,95 71,46 72,16 72,80
21 Toraja Utara 66,76 67,49 67,90 68,49 69,23
22 | Makassar 80,53 80,53 81,13 81,73 82,25
23 Pare-Pare 76,48 76,48 76,68 77,19 77,62
24 Palopo 76,45 76,45 76,71 77,30 77,98
Sulawesi Selatan | 67,92 68,49 69,15 70,34 71,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Secara regional di Pulau Sulawesi, perubahan Indeks Pembangunan Manusia
Sulawesi Selatan berada pada peringkat ketiga (1,07 persen) setelah Provinsi
Gorontalo (1,15 persen) dan Provinsi Sulawesi Utara (1,09 persen). Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Sulawesi Selatan terhadap hasil
pembangunan. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik I1.8.

Perbandingan Perubahan IPM Sulawesi Selatan, Nasional dengan
Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019
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Sumber: BPS Provinsi Tahun 2015-2020

2.2.2.3 Indeks Pendidikan

Dalam penghitungan indeks Pendidikan sebagai dimensi pengetahuan
merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah.
Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas,
sedangkan ratarata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua
indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun
2013-2019, tren Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan yang signifikan.
Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 0,15 persen. Sedangkan
tren rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang signifikan pada periode
yang sama. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 2,99 persen.
Perkembangan indeks Pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 11.29.
Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019
Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
Angka Harapan Lama Sekolah 1299 13116 13.28 13.34 13,36
Rata-Rata Lama Sekolah 7.64 7.75 7.95 8.02 8.26
Indeks Pendidikan 61.55 62.39  63.39 63.79 64.64

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (olahan) Tahun 2020

Dari tabel di atas, meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif
bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, Harapan Lama
Sekolah di Sulawesi Selatan telah mencapai 13,36 yang berarti bahwa anak-anak usia
7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus
Diploma. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan rata-rata
tumbuh 1,97 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2019. Pertumbuhan yang
positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi
Selatan yang lebih baik. Hingga tahun 2019, secara rata-rata penduduk Sulawesi
Selatan usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP
kelas II).

Adapun perkembangan dimensi pendidikan Kabupaten kota pada tahun
2019njuga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Harapan Lama
Sekolah (HLS) Sulawesi Selatan 2019 tumbuh sebesar 0,15 persen dari 13,34 menjadi
13,36 pada tahun 2019. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.30.

Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten/kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019

Rata-Rata Lama Sekolah

Kabupaten/ Harapan Lama Sekolah (HLS) (HLS)
Kota
2018 2019  Pert.(%) 2018 2019 Pert. (%)
Selayar 12,46 12,48 0,16 7,40 7,63 3,11
Bulukumba 12,79 12,91 0,94 7,34 7,43 1,23
Bantaeng 12,01 12,03 0,17 6,47 6,48 0,15
Jeneponto 11,95 11,97 0,17 6,21 6,48 4,35
Takalar 12,22 12,25 0,25 6,91 7,18 391
Gowa 13,29 13,48 1,43 7,75 7,97 2,84
Sinjai 12,85 12,87 0,16 7,29 7,48 2,61
Maros 12,99 13,02 0,23 7,43 7,46 0,40
Pangkajene Kep. 12,41 12,51 0,81 7,49 7,60 1,47
Barru 13,56 13,57 0,07 7,86 7,96 1,27
Bone 12,67 12,80 1,03 6,97 6,98 0,14
Soppeng 12,57 12,73 1,27 7,63 7,74 1,44
Wajo 13,11 13,13 0,15 6,79 6,80 0,15
Sidenreng Rappang 12,91 12,93 0,15 7,79 7,83 0,51
Pinrang 13,20 13,22 0,15 7,84 7,85 0,13
Enrekang 13,68 13,69 0,07 8,68 8,89 2,42
Luwu 13,30 13,32 0,15 7,97 8,15 2,26
Tana Toraja 13,50 13,58 0,59 7,94 8,02 1,01
Luwu Utara 12,39 12,42 0,24 7,53 7,78 3,32
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Rata-Rata Lama Sekolah

Kabupaten/ Harapan Lama Sekolah (HLS) (HLS)
Kota
2018 2019  Pert.(%) 2018 2019 Pert. (%)
Luwu Timur 12,81 12,82 0,08 8,45 8,54 1,07
Toraja Utara 13,35 13,37 0,15 7,76 7,92 2,06
Makasar 15,55 15,56 0,06 11,09 11,20 0,99
Pare Pare 14,47 14,49 0,14 10,29 10,30 0,10
Palopo 15,06 15,07 0,07 10,51 10,75 2,28
Sulawesi Selatan 13,34 13,36 0,15 8,02 8,26 2,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (olahan) Tahun 2020.

Dari tabel di atas terdapat tiga belas kabupaten/kota yang pertumbuhan HLS
nya lebih tinggi dibanding pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa
sebesar 1,43 persen, Kabupaten Soppeng sebesar 1,27 persen, Kabupaten Bone
sebesar 1,03 persen, Kabupaten Bulukumba sebesar 0,94, Kabupaten Pangkep
sebesar 0,81 persen, Kabupaten Tana Toraja sebesar 0,59 persen, Kabupaten Takalar
sebesar 0,25 persen, Kabupaten Luwu Utara sebesar 0,24 persen, Kabupaten Maros
sebesar 0,23 persen, Kabupaten Bantaeng sebesar 0,17 persen, Kabupaten Jeneponto
sebesar 0,17 persen, Kabupaten Selayar sebesar 0,16 persen, dan Kabupaten Sinjai
sebesar 0,16 persen.

Terdapat delapan kabupaten/kota yang mempunyai capaian HLS lebih tinggi
dari HLS Sulawesi Selatan pada tahun 2019. HLS tertinggi dicapai oleh Kota Makassar
sebesar 15,56 tahun, disusul oleh Kota Palopo sebesar 15,07 tahun, Kota Parepare
sebesar 14,49 tahun, Kabupaten Enrekang sebesar 13,69 tahun, Kabupaten Tana
Toraja sebesar 13,58 tahun, Kabupaten Barru sebesar 13,57 tahun, Kabupaten Gowa
sebesar 13,48 persen dan Kabupaten Toraja Utara sebesar 13,37 tahun.

Capaian RLS paling tinggi pada tahun 2019 adalah Kota Makassar sebesar
11,20 tahun. Dua kota lainnya yang mencapai angka RLS di atas 10 yaitu Kota Palopo
(10,51) dan Kota Parepare (10,29). Artinya tiga kota ini rata-rata lama sekolah
penduduk usia 25 tahun ke atas adalah sampai dengan SMA kelas X. RLS terendah
pada tahun 2019 adalah Kabupaten Jeneponto dimana capaian RLS mencapai 6,48.
Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten
Jeneponto sampai dengan kelas VI SD.

2.2.2.4 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan digambarkan melalui angka harapan hidup yang
merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari
tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya
seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi
kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Secara
umum kualitas kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan meningkat berdasarkan rata-
rata angka harapan hidup yang semakin panjang. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 11.31.
Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

2015

Angka Harapan Hidup Tahun 69,8 69,82 | 69,84 | 70,08 70,43

Indeks Kesehatan Nilai 76,62 | 76,65 | 76,65 | 76,65 76,65

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2019 (data diolah)
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Angka Harapan Hidup di Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Angka Harapan Hidup di
Sulawesi Selatan mencapai 69,80 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi
70,43 tahun dengan indeks Kesehatan 76,65. Hal ini juga menunjukkan bahwa target
yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 77,03 belum tercapai. sebagaimana tabel
dibawah.

Tabel 11.32.

Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Nasional Tahun 70,86 70,95 71,11 71,23 71,39

Sulawesi Selatan | Tahun 69,80 69,82 69,84 70,08 70,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Angka Harapan Hidup di kabupaten/kota menurut jenis kelamin pada tahun
2019, secara umum menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup tertinggi berada pada
jenis kelamin perempuan dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Jika di lihat data
tersaji, dimana Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja memiliki Angka Harapan
Hidup pada jenis kelamin perempuan lebih tinggi dari laki-laki dibanding
kabupaten/kota lainnya se Sulawesi Selatan. Adapun Angka Harapan Hidup di
Kabupaten Toraja Utara mencapai 75,18 tahun dan di Kabupaten Tana Toraja
mencapai 75,00 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup pada jenis kelamin laki-laki
juga demikian berada di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yaitu 71,40 tahun
dan 71,20 tahun. Capaian Angka Harapan Hidup tertinggi menurut jenis kelamin
perempuan maupun laki-laki tersebut sudah berada diatas rata-rata capaian Provinsi.
Sedangkan Angka Harapan Hidup terendah menurut jenis kelamin perempuan
maupun laki-laki terdapat di Kabupaten Jeneponto, yaitu perempuan mencapai 68,13
tahun dan laki-laki mencapai 64,24 tahun dan berada dibawah capaian Provinsi.

Grafik I1.9.

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota menurutjenis Kelamin di
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020
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Grafik I11.10.

Perbandingan Perubahan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan,
Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019

4 N
Nasional

Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara 0.55
0.65

Sulawesi Tengah 0.71
- /

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Gorontalo

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018
sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 indeks pembangunan
gender mencapai 93,15 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 93.09. Walaupun
mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan
Gender Nasional, maka Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Selatan masih diatas
angka Nasional. Meskipun demikian capaian tersebut masih dibawah dari target
RPJMD sebesar 93,18. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik I1.11.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan
Dan Nasional Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019

4 N
93.15
92.92 92.79 92.84 93.09
91.03 90.82 90.96 90.99 91.07
2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Selatan Nasional
\ J

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Berdasarkan indikator komposit pembentuk dari Indeks Pembangunan
Gender, ternyata Angka Harapan Hidup laki-laki jauh lebih rendah dibandingkan
perempuan. Demikian juga di tingkat nasional. kondisi ini terjadi baik pada tahun
2015 maupun tahun 2019. Untuk melihat peran aktif perempuan dibidang politik dan
ekonomi, maka dapat diketahui dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Selatan
selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 Indeks
Pemberdayaan Gender mencapai angka 67,98 atau lebih rendah dari Indeks
Pemberdayaan Gender Nasional yang mencapai angka 70,83. Pada tahun 2017
mengalami peningkatan, tetapi masih dibawah angka Indeks Pemberdayaan Gender
Nasional. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan bahkan lebih tinggi dari
nasional yaitu 74,01, sedangkan Nasional hanya 72,10. Seperti pada grafik berikut.
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Grafik 11.12.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

m Sulsel = Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Berdasarkan upaya yang dilakukan dalam mendorong pengarusutamaan
gender dan kabupaten/kota layak anak, Provinsi Sulawesi Selatan telah menjukkan
peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2019, Provinsi Sulawesi Selatan telah
mencapai level Mentor terkait implementasi pengarusutamaan gender. Pencapaian ini
tidak terlepas juga dari pencapaian kabupaten/kota, dimana pada tahun 2019
jumlahkabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya
(APE) sebagai penghargaan atas implementasi pangarusutamaan gender sebanyak 14
kabupaten/kota dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.33.

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mendapatkan Penghargaan
Anugerah Parahita Ekapraya, Tahun 2019

No Kabupaten/Kota Kategori APE
1 | Sidrap Utama
2 Luwu Timur Utama
3 Sinjai Utama
4 | Makassar Madya
5 | Maros Madya
6 | Bone Madya
7 | Bulukumba Madya
8 | Bantaeng Madya
9 | Soppeng Madya

10 | Wajo Madya

11 | Parepare Madya

12 | Luwu Madya

13 | Pangkep Pratama

14 | Luwu Utara Pratama

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

Pencapaian Kabupaten/Kota Layak anak di Sulawesi Selatan juga
menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2019, Kota Makassar telah
berhasil masuk pada kategori Nindya, dimana 2 tahun sebelumnya kabupaten/kota di
Sulawesi Selatan paling tinggi hanya mencapai level Madya. Adapun data pencapaian
KLA di Sulawesi Selatan dapatr dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik I11.13.

Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak
Anak di Sulawesi Selatan berdasarkan Kategorinya Tahun 2017-2019
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Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

2.2.2.6. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Pelaksanaan reformasi
birokrasi di Sulawesi Selatan telah berjalan serta pelaksanaan monitoring dan
evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya.
Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan
masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan
reformasi birokrasi tahun berikutnya. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi
Sulawesi selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.34.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

Indeks Reformasi Birokrasi
Indikator
2014 2015 2016 2017 2018

Sulawesi Selatan CC CC CC CC B

Sumber: Biro Organisasi dan Tata Laksana

Dari tabel di atas terlihat bahwa bahwa pelaksanaan reformasi di pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014 - 2017 berada pada kategori CC yang
menunjukkan bahwa secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan
secara merata di seluruh unit kerja. Pada tahun 2018 meningkat berada pada kategori
B yang menunjkkan bahwa penerapan reformasi birokrasi bersifat formal dan secara
substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

2.2.2.7. Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui penilaian terhadap
Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP). Evaluasi atas
implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut,
apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang
ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja
pemerintah. Adapun capaian kinerja Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel I1.35.
Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP),
Tahun 2018-2019

Komponen Yang dinilai Bob ot Nilai Capaian Kinerja
2018 2019 2018 2019

Perencanaan Kinerja 30 21,23 21,74 70,77 72,47
Pengukuran Kinerja 25 12,27 13,22 49,08 52,88
Pelaporan Kinerja 15 11,72 11,25 78,13 75,00
Evaluasi Kinerjsa 10 7,24 6,6 72,40 66,00
Capaian Kinerja 20 11,82 12,25 59,10 61,25
Nilai Hasil Evaluasi 100 64,28 65,06 64,28 65,06

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B B

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai SAKIP mengalami peningkatan
pada tahun 2019 yang mencapai nilai 65,06 dari nilai 64,28 pada tahun 2018. Adapun
kompenen yang capaian kinerja tertinggi adalah pelaporan kinerja, sedangkan yang
terendah adalah pengukuran kinerja. Nilai SAKIP tahun 2019 berada pada kategori B
yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah
berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal meskipun belum
optimal. Jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD nilai B, maka target pada
tahun 2019 telah tercapai.

2.2.2.8. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi Sulawesi
selatan. Penilaian terhadap kualitas pelayanan puplik diukur melalui indeks
pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat dimaksudkan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan yaitu
berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik yang dinilai pada 10 (sepuluh) unsur
pelayanan. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey
pelayanan publik pada 9 (sembilan) unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
yang memperoleh nilai sebesar 80,92 pada tahun 2019 yang termasuk dalam kategori
B. Jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD dengan nilai D, maka target pada
tahun 2019 telah tercapai bahkan melampai menjadi nilai B. Seperti pada tabel
berikut.

Tabel 11.36.

Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Kepuasan Masyarakat 44,58 | 44,626 | 44,63 51,55 80,92

Sumber: PPID Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Selain menggunakan IKM, mengukur tingkat kepuasan juga dengan
menggunakan indeks pelayanan publik sebagai mana yang di atur pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun capaian kinerja Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai mana pada tabel berikut.
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Tabel 11.37.

Indeks Pelayanan Publik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019

2018 2019

Sulawesi Selatan 3,49 (B-) 4 (B)

Sumber: Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pelayanan publik di Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 yang
hanya bernilai B- (Kategori: Baik dengan cacatan) menjadi B (Kategori: baik) pada
tahun 2019.

2.2.2.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan sangat dipengaruhi dari
Pencapaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan
Lahan dan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan anggaran yang memadai,
sumberdaya manusia yang cukup dan terampil serta didukung dengan sarana dan
prasarana yang baik.

Target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019
sebesar 73,33 belum dapat dicapai secara optimal. Kurangnya pendanaan untuk
merealisasikan jumlah target dan kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu
faktor utama kurang optimalnya pencapaian target nilai indeks kualitas lingkungan
hidup. Nilai capaian IKLH dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selengkapnya pada
tabel berikut.

Tabel 11.38.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Tahun
2015 2016 2017 2018 2019

Indikator Satuan

g‘i*r“ingkatan Indeks Kualitas /o0 5629 7544 5429 5615 54,93

Efi‘:rr;gkatan Indeks Kualitas ;0 7680 8580 8866 8867 88,69

Peningkatan Indeks Angka 50,85 5543 5481 6041 6114
Tutupan Lahan

IKLH 67,01 70,54 73,24 65.37 67,54

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel 2020
2.2.2.10. Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Profil emisi Gas Rumah di Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur
No. 11 tahun 2020 menunjukkan bahwa prediksi emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi
Sulawesi Selatan hingga tahun 2030 adalah 63.597.394 ton COZ2eq. Dari total emisi
GRK tersebut, distribusi emisi GRK terbesar adalah pada bidang energi yang
menyumbang 60% emisi gas rumah kaca diikuti dengan bidang penggunaan lahan
dengan emisi 26%, bidang pertanian dengan emisi 11% dan terakhir adalah bidang
limbah dengan emisi 1,2% dari total emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan.
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Emisi GRK di Sulawesi Selatan di bidang energi utamanya berasal dari sub
bidang transportasi. Tingginya tingkat emisi GRK bidang transportasi disebabkan
karena prediksi penggunaan kendaraan bermotor yang memiliki kecenderungan
semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menyebabkan berbagai permasalahan
transportasi.

Berdasarkan hasil perhitungan Business as Usual (BaU) baseline untuk
masing-masing bidang, maka target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi
Sulawesi selatan adalah 5,6% di tahun 2030. Mitigasi penurunan emisi GRK
diharapkan dapat disumbang oleh bidang penggunaan lahan (kehutanan) yang
menyumbang penurunan emisi GRK sebesar (4,39%), bidang energi (0,74%), bidang
limbah (0,32%) dan bidang pertanian (0,14%). Rendahnya target penurunan emisi
pada bidang energi dibandingan emisi yang ditimbulkan disebabkan karena kegiatan-
kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK pada sektor energi membutuhkan biaya
yang lebih tinggi per satuan ton penurunan emisi GRK bila dibandingkan dengan
biaya penurunan emisi GRK di bidang lainnya.

Tabel I1.39.
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Tahun 2015-2019

Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019
Realisasi | (TonCO2
Penurunan Emisi . 483,000 | 716,000 | 790,000 | 840,000 | 890,000
GRK Equivalen)

Sumber : Pokja PPRK Prov. Sulsel, 2020

Grafik I1.14.
Capaian Penurunan Emisi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

890,000
790,000 840,000

715,684

2013 2014 2015 2016 2017 ¢ 2018 2019
- /

Sumber : Pokja PPRK Prov. Sulsel, 2020.

Hingga tahun 2019 capaian penurunan emisi GRK adalah 0,89 juta ton CO2Eq.
Pencapaian penurunan emisi GRK dilaksanakan dengan program/kegiatan mitigasi
penurunan emisi GRK di masing-masing OPD dengan capaian terbesar adalah dari
bidang penggunaan lahan dengan kegiatan utama rehabilitasi hutan dan lahan
termasuk didalamnya rehabilitasi kawasan pesisir dan penanaman tanaman
perkebunan, bidang pertanian dengan kegiatan utama penggunaan pupuk organik
serta pengembangan biogas, bidang energi dengan kegiatan utama pengembangan
energi baru terbarukan dan sub bidang transportasi dengan kegiatan manajemen
pengelolaan lalu lintas/transportasi dan bidang limbah dengan kegiatan utama
pengelolaan sampah. Selain itu dalam menunjang aksi adaptasi dan mitigasi
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perubahan iklim Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan mengikuti program kampung
iklim sejak tahun 2013 dan mendapatkan tropi Proklim Lestari (1 lokasi), Proklim
Utama (18 lokasi) dan sertifikat Proklim Utama (45 lokasi). Selama dua tahun
berturut-turut (2018-2019) Prov. Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan
Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim dari Kementerikan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Untuk lebih jelasnya, capaian penurunan emisi GRK dapat dilihat
pada tabel dan grafik I1.14.

2.3 Aspek Layanan Umum
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar
2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah adalah perbandingan jumlah
siswa SMA sederajat berapapun usianya dibagi dengan jumlah penduduk berusia 16
hingga 18 tahun. Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan
dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti
semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta
semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi
daerah. Pada Tahun 2018 Target (APK) Sekolah Menengah yaitu 80,50% dan realisasi
adalah 81,74% yang berarti bahwa capaian sebesar 101,21%. Sedangkan Tahun 2019
Target APK 88,12% dan realisasi 86,09% yang berarti capaian sebesar 97,70%,
Penurunan capaian tahun 2018 dan 2019 disebabkan karena kenaikan target yang
cukup tinggi di tahun 2019. Pada tahun 2019 (APK) Siswa Sekolah Menengah belum
mencapai target, hal ini dapat disebabkan antara lain karena kondisi layanan
pendidikan antar wilayah belum berimbang, serta masih rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap usia sekolah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 11.40.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi pada Wilayah Regional Sulawesi dan Nasional
Tahun 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019
Nasional % 78,02 80,89 82,84 80,68 83,98
Sulawesi Utara % 86,30 86,32 91,73 82,25 86,60
Sulawesi Tengah % 82,87 83,45 84,85 83,53 87,35
Sulawesi Tenggara % 81,39 81,81 80,01 84,83 86,81
Gorontalo % 86,89 88,67 80,89 84,25 88,64
Sulawesi Barat % 84,94 83,49 80,34 84,48 84,10
Sulawesi Selatan % 78,03 83,66 83,14 81,74 86,09

Sumber : BPS berbagai seri

Angka Partisipasi kasar (APK) tertinggi dari 24 Kabupaten Kota di Sulawesi
Selatan pada tahun 2019 tecapat pada Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangka Jene
Kepulaan dan Kota Makassar dengan nilai diatas 100%, yang berarti bahwa jumlah
siswa sekolah menengah dan sederajat diwilayah tersebut melampaui jumlah anak
usia 16 - 18 Tahun, adapun data AKP pada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan selengkapnya pada table berikut.
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Tabel 11.41.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019

Angka Partisipasi Kasar (APK)

No. Kabupaten/Kota
2018 2019
1 | Kepulauan Selayar 86.45 90.52
2 Bulukumba 80.02 80.46
3 Bantaeng 72.80 74.06
4 | Jeneponto 69.15 72.48
5 Takalar 97.92 101.01
6 | Gowa 79.97 83.15
7 | Sinjai 76.19 76.69
8 | Bone 64.84 67.12
9 Maros 77.24 74.48
10 | Pangkajene Kepulauan 93.15 100.20
11 | Barru 72.09 70.90
12 | Soppeng 89.49 91.13
13 | Wajo 61.40 62.52
14 | Sidenreng Rappang 80.80 82.66
15 | Pinrang 83.65 84.26
16 | Enrekang 92.92 96.34
17 | Luwu 87.97 72.86
18 | Tana Toraja 84.06 88.50
19 | Luwu Utara 82.22 88.48
20 | Luwu Timur 77.46 66.99
21 | Toraja Utara 63.81 67.55
22 | Makassar 96.09 101.90
23 | Pare-Pare 82.11 81.57
24 | Palopo 91.56 88.67
Sulawesi Selatan 81,74 86,09

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk
menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat
menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh
pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah
siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah
yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah untuk tahun 2018
yaitu 64,25 persen dan realisasi 60,03 persen atau dengan capaian 93,43 persen.
Untuk tahun 2019 target APM 63,00 persen dan realisasi sebesar 60,14 persen atau
dengan capaian sebesar 95,46 persen. Jlka dibandingkan dengan APM Nasional maka
APM Sulawesi Selatan masih dibawah nilai APM Nasional. Selengkapnya pada tabel
berikut.
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Tabel 11.42.

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

Satuan

Orang

Orang

Jumlah Anak Usia 16 - 18

Tahun

bersekolah pada Jenjang

yang tidak

SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Murni

(APM)

SMA/SMK/MA/

Paket C

Nasional

Angka Partisipasi Murni

(APM)

SMA/SMK/MA/

Paket C
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

No

O© 0| O (Ul b W N =

[N U N
w N =R O

Orang

%

%

Angka Partisipasi Murni (APM)

2015

2016 2017

2018

2019

270.335 260.974 257.122 537.684 537.698

432.813 424.831 411.330 381.153  361.485

162.478 163.857 154.208 119.776

59.47

59.71

59.62 59.86

59.95 60.37

60.03

60.67

80.162

60.14

60.84

Data diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 (APM) Sekolah menengah
sudah memenuhi target. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan
capaian APM jenjang pendidikan menengah di Sulawesi Selatan adalah aksesibilitas
sekolah semakin terjangkau akibat diberlakukannya sistem zonasi yang mengurangi
jarak dan waktu tempuh ke sekolah. Selain itu beberapa faktor yang mendorong
pencapaian target ini antara lain Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan
penguatan penerapan regulasi wajib belajar.

Tabel 11.43.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota

Kep. Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa

Sinjai

Bone

Maros

Pangkajene Kep.

Barru

Soppeng
Wajo

2015

61,80
59,48
67,41
49,86
61,07
77,09
68,97
54,38
57,28
57,83
65,98
66,03
4491

2016

65,65
62,07
64,24
52,76
60,53
57,02
70,80
55,48
57,00
52,95
69,77
70,88
43,97

Tahun
2017

67,59
63,15
63,53
51,39
62,07
58,90
72,08
56,59
59,78
54,48
69,18
71,41
45,11

2018

69.75
64.18
64.10
65.79
69.47
71.74
62.46
64.31
68.87
81.44
64.70
68.57
68.57

2019

70.51
66.76
61.37
59.54
83.37
69.70
64.56
56.00
61.88
83.62
58.15
73.75
50.19
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Tahun

No Kabupaten/Kota
2015 2016 2017 2018 2019
14 | Sidrap 61,70 62,65 62,73 61.64 69.84
15  Pinrang 64,17 65,67 65,63 63.69 67.91
16 | Enrekang 72,46 79,02 80,56 67.86 73.66
17 | Luwu 60,48 59,63 58,93 77.13 56.43
18 | Tana Toraja 81,11 79,54 76,50 73.76 66.19
19  Luwu Utara 73,53 67,32 67,03 67.03 71.82
20 | Luwu Timur 71,88 70,91 71,41 73.55 53.58
21 Toraja Utara 70,96 68,72 69,21 72.52 65.99
22 | Makassar 62,82 59,39 63,35 85.22 83.41
23  Pare-Pare 80,20 75,20 71,00 77.81 68.53
24 | Palopo 80,98 74,41 71,94 73.58 72.03
Sulawesi Selatan 59.47 59.62 59.86 60.03 60.14

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

c. Angka Partisipasi Sekolah

Target angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018 yaitu 64,25 persen dan
realisasi 70,18 persen atau dengan capaian 109 persen. Untuk Tahun 2019 Target
APS yaitu 82,07 persen dan realisasi 70,85 persen atau dengan capaian 86,33 persen.
Penurunan capaian tahun 2018 dan 2019 karena pada tahun 2019 ada peningkatan
target yang cukup signifikan yaitu dari 64,25 persen ke 82,07 persen, Adapun faktor
lain yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu masih rendahnya tingkat
kepatuhan terhadap usia masuk sekolah.Meskipun demikian angka partisipasi
sekolah (APS) meningkat sebesar 0,67 poin. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 11.44.

Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kelompok Umur Satuan
2015 2016 2017 2018 2019

Sulawesi Selatan

Penduduk Usia 16-18

Tahun % 69,66 70,09 70,60 70,18 70,85
Nasional
Penduduk Usia 16-18 % 7061 70,83 71.42 o .

Tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

d. Angka Putus Sekolah

Target angka putus sekolah tahun 2018 yaitu 1,00 persen dan realisasi 1,00
persen atau capaian sebesar 100 persen. Untuk tahun 2019 target angka putus
sekolah yaitu 0,98 persen dan r ealisasi 0,71 persen atau dengan capaian 72,44
persen. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah pada Tahun 2019 masih
perlu mendapat perhatian. Salah satu dengan mendorong penerapan peraturan wajib
belajar 12 Tahun. Selengkapnya pada tabel berikut.
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Tabel 11.45.
Angka Putus Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Murid Orang 260.842 361.064 364.603 407.175 425.338

Jumlahsiswaputus ... 4762 1384 1298 4074  3.033
sekolah

Angka Putus Sekolah % 1,83 0,38 0,36 1,00 0.71

Sumber : Statistik Data Kemdikbud, Tahun 2020

e. Angka Kelulusan (AL)

Target Angka kelulusan tahun 2018 yaitu 99,6 persen dan realisasi 99,97
persen atau capaian sebesar 100,30 persen. Untuk tahun 2019 target sebesar 99.98
persen dan realisasi 99,99 persen atau dengan capaian sebesar 100,01 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 angka kelulusan sudah memenubhi
target, salah satu faktor yang mendorong tercapainya target ini adalah adanya
peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan anak.
Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel I1.46.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

SMA/SMK/MA % 96,65 100 99,95 99,97 99,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

f. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dalam kurun waktu
tahun 2015-2019, bahkan cenderung menurun pada tahun 2019 yang menyebabkan
tidak tercapainya target angka melanjutkan SMP ke SMA sebesar 97,20 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa SMP yang tamat namun tidak
melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah. Beberapa faktor yang
menghambat pencapaian target angka melanjutkan di Sulawesi Selatan adalah
kemiskinan yang menyebabkan masih terdapat beberapa siswa yang berasal dari
keluarga kurang mampu yang harus membantu perekonomian keluarganya serta
keterisolasian beberapa daerah yang menghambat aksesibilitas siswa untuk
melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah. Selengkapnya pada tabel
berikut.

Tabel 11.47.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020
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Adapun angka melanjutkan jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir, terihat pada tabel berikut.

Tabel 11.48.

Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2019

Angka Melanjutkan (AM)
No. Kabupaten/Kota
2018 2019
1 Kepulauan Selayar 97,06 95,56
2 Bulukumba 97,87 92,76
3 Bantaeng 97,15 112,57
4 Jeneponto 96,33 98,65
5 Takalar 97,91 107,53
6 Gowa 97,53 90,39
7 Sinjai 97,59 99,18
8 Bone 98,56 93,11
9 Maros 98,03 92,94
10 Pangkajene Kepulauan 97,57 94,69
11 Barru 98,39 95,11
12 Soppeng 97,26 98,33
13 | Wajo 97,58 88,40
14 Sidenreng Rappang 98,50 89,42
15 Pinrang 97,33 93,96
16 Enrekang 98,36 98,04
17 Luwu 98,95 91,11
18 Tana Toraja 98,84 100,60
19 Luwu Utara 96,26 90,35
20 Luwu Timur 98,09 92,73
21 Toraja Utara 97,81 96,28
22 Makassar 98,68 103,80
23 Pare-Pare 99,02 120,56
24 Palopo 99,16 124,43
Sulawesi Selatan 98,15 97,20

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

TargetAngka Melanjutkan untuk Tahun 2018 yaitu 98persen dengan realisasi
98,15 persen atau dengan capaian sebesar 100,15 persen. Target untuk tahun 2019
sebesar 98,38 persen dengan realisasi 97,20 persen atau dengan capaian 98,80
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Angka Melanjutkan (AM)
belum memenuhi target, salah satu hal yang menjadi penyebab tidak tercapainyan
target ini adalah masih kurangnya daya tampung pada tingkat SMA/SMK/MA.

g. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio Guru terhadap siswa Pendidikan Menengah pada tahun 2018 1 : 14,
sedangkan rasio guru terhadap siswa tahun 2019 yaitu 1 : 15. Pada dasarnya rasio
ideal untuk 1 kelas yaitu 1 : 36. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemerataan
penempatan guru.Selengkapnya pada tabel berikut.
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Tabel 11.49.

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Indikator Satuan

Jumlah Murid SMA/MA/SMK  Orang 260.842 266.407 279.292 425.338 433.443

Jumlah Guru SMA/MA/SMK Orang 22.566 18.963 22.700 29.976 29.310

Rasio Guru Terhadap Murid

Pendidikan Menengah rasio 1:12 1:14 1:12 1:14 1:15

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

h. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 -64 Tahun

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk
disuatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri
adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai
kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan
seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek
huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya
manusia disuatu daerah. Angka melek huruf Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 -
2019, selengkapnya dilihatpada tabel berikut.

Tabel I1.50.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 -64 Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

. Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019
Angka Melek Huruf % 91,29 91,52 91,65 94,61 95,12

Sumber : SIPD .kemendagri.go.id

i. Sekolah Pendidikan SMA/SMK Kondisi Bangunan Baik

Sampai dengan tahun 2017 jumlah bangunan gedung sekolah SMA/SMK di
Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 997 unit, Pada tahun 2018 jumlah bangunan
gedung sekolah SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat menjadi 1017
Sekolah, dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 1012 unit, Sementara itu,
bangunan gedung sekolah SMA/ SMK di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun
2017-2019 yang memiliki kondisi baik mengalami fluktuatif dan cenderung
mengalami penurunan, Pata tahun 2017, persentase bangunan sekolah SMA dan SMK
kondisi baik sebesar 50,11%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 35,66% dan
pada tahun 2019 meningkat menjadi 44,75%, Menurunnya persentase kondisi
bangunan gedung SMA/SMK di Provinsi Selawesi Selatan selama Tahun 2017-2019
diakibatkan oleh laju kerusakan bangunan sekolah tidak sebanding dengan laju
perbaikan bangunan sekolah, Selanjutnya perkembangan jumlah dan kondisi
bangunan gedung Sekolah pendidikan SMA/ SMK di Provinsi Sulawesi Selatan selama
tahun 2017-2019 disajikan pada tabel berikut.
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Tabel I1.51.

Perkembangan Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas pendidikan SMA/ SMK di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

Baik (%) 45,43 30,01 39,71

1 SMA Rusak Ringan/Sedang (%) 51,14 63,26 55,33
Rusak Berat/Total (%) 3,43 6,73 4,96
](%rrilllgh Bangunan Gedung 569 582 581
Baik (%) 56,34 43,17 51,44

2 SMK Rusak Ringan/Sedang (%) 40,96 53,75 46,6
Rusak Berat/Total (%) 2,7 3,08 1,96
Jumlah Bangunan Gedung 428 435 431
Baik (%) 50,11 35,66 44,75

3 SMA dan SMK | Rusak Ringan/Sedang (%) 46,77 59,18 51,58
Rusak Berat/Total (%) 3,12 516 3,67
]umllah Bangunan Gedung 997 1017 1012
(Unit)

Sumber : Potret Pedidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Berbagai Seri

j- Pendidikan Khusus Penyandang Disabilitas

Jumlah sekolah khusus bagi penyandang Disabilitas sejak tahun 2017 hingga
tahun 2019 mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut untuk proporsi pada
jenjang SMPLB masih sangat kurang, sedangkan bila dibandingkan usia sekolah pada
tingkat tersebut belum sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Data jumlah
sekolah khusus bagi penyandang disabilitas selengkapnya pada table berikut.

Tabel 11.52.

Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Sisabilitas
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019

No Jenis Sekolah Satuan 2017 2018 2019
1 SDLB Unit
2 SMPLB Unit 0 1 0
3 SMLB Unit 77 79 82
Total SLB Unit 79 81 83

Sumber : Potret Pedidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Berbagai Seri

Siswa Penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan SDLB merupakan
jumlah siswa terbanyak sepanjang tahun 2017 - 2019, namun semakin tinggi jenjang
pendidikan jumlah siswa menunjukkan data yang semakin menurun, hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua siswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih
tinggi, sebagian besar hanya sampai pada jenjang SDLB. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri untuk dapat mendorong motivasi bersekolah bagi penyandang disabilitas
dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan memadai. Data
psiswa penyandang disabilitas berdasarkan jenjang pendidikannya selengkapnya
pada table berikut.
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Tabel 11.53.

Jumlah Siswa Penyadang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2019

No Jenis Sekolah Satuan 2017 2018 2019
1 SDLB Orang 3.240 3.102 2.970
2 SMPLB Orang 1.000 1.037 1.014
3 SMLB Orang 480 620 684

Total Siswa Orang 4.720 4.759 4.668

Sumber : Potret Pedidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Berbagai Seri

Jumlah siswa penyandang disabilitas berdasarkan kelompok umur di Provinsi
Sulawesi Selatan di sepanjang tahun 2017 - 2019 dominasi oleh siswa dengan usia 7 -
12 Tahun, hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah untuk usia tersebut masih
sangat dibutuhkan, mengingat bahwa data menunjukkan jumlah sekolah SDLB hanya
sebanyak 2 pada tahun 2017 dan berkurang menjadi 1 pada tahun 2019. Data
selengkapnya terkait jumlah siswa bedasarkan usia terlihat pada table berikut.

Tabel 11.54.

Jumlah Siswa Berdasarkan KelompokUmur Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20122019

No. Kelompok Umur Satuan 2017 2018 2019
1 <7 Tahun Orang 102 99 102
2 7-12 Tahun Orang 1.818 1.820 1.816
3 13 - 15 Tahun Orang 1.136 1.056 954
4 16 - 18 Tahun Orang 824 885 913
5 > 18 Tahun Orang 840 899 883

Total Orang 4.720 4.759 4.668

Berdasarkan jenis ketunaan, jumlah siswa terbanyak berdasarkan data tahun
2017-2019 adalah siswa tuna grahita dan tuna rungu, peningkatan jumlah siswa tuna
grahita dari tahun 2018 ke tahun 2019 sangat signifikan, olehnya itu sarana
prasarana khusus bagi penyandang tuna grahita dan tuna rungu dalam pelaksanaan
pendidikan siswa disabilitas perlu menjadi perhatian. Data selengkapnya pada table
berikut.

Tabel I1.55.

Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20122019

No. Jens Ketunaan Satuan 2017 2018 2019
1  Tuna Netra Orang 265 53 213
2 Tuna Rungu Orang 1.066 419 1.038
3 Tuna Grahita Orang 1.978 107 2.099
4 Tuna Daksa Orang 286 4 289
5  Autisme Orang 818 - 28
6 Tuna Ganda Orang 307 31 1.001

Sumber : Statistik Sekolah Luar Biasa Berbagai Seri
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